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RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-4 PHPL
PADA IUPHHK-HT PT SUMALINDO HUTANI JAYA UNIT I

IDENTITAS LPPHPL

Nama LPPHPL

Nomor Akreditasi KAN
Alamat Kantor

Telepon

Email

Penanggung Jawab
LPPHPL

Standar Audit yang
Digunakan

Tim Audit

Tim Pengamobil
Keputusan

IDENTITAS AUDITEE

Nama Unit Manajemen
Alamat Kantor

Jenis Izin Usaha

SK IUPHHK-HT

Luas Areal IUPHHK-HT
Lokasi

Email

Pengurus Perusahaan

Management
Representatif

PT Trustindo Prima Karya

LPPHPL-019-IDN

Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
JI. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
(0541) 747798
trustindoprimakarya@gmail.com

Ir Kurnia

- PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

- Manual dan Prosedur Sistem LPPHPL PT Trustindo Prima Karya
Rev. L 01/04/2017

Ir Wasis Kuncoro (Ketua Tim Audit merangkap Auditor Sosial);
Suharyo Widyatmojo, S.Hut (Auditor bid. Produksi);

Rudi Hermawan, S.Hut, M.Si (Auditor bid. Ekologi);

Ir Harijadi (Auditor bid. Prasyarat & VLK Hutan).

Ir Kurnia; dan

Ir Rudy Setyawan.

Al o al

PT Sumalindo Hutani Jaya Unit Il

JI. HM. Ardan No. 65 RT. 01 Kel. Sempaja Utara - Samarinda
IUPHHK Dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)
SK.675/Kpts-11/1997 Tanggal 10 Oktober 1997

+70.300 Hektar

Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur
supriyono.suparman@sinarmasforestry.com

Komisaris Utama : Stanley Najoan

Komisaris : Wisly Dwi Putra

Direktur Utama : Robert Siagian

Direktur : Hoesin

Supriyono
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3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT PENILIKAN KE-4

Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Koordinasi Teknis
dengan Instansi
Kehutanan sebelum ke
lapangan

Samarinda,
7 November 2018

Dilakukan kepada :

- BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh
Bpk. Roni Saefullah jabatan Kepala BPHP
Wil. XI Samarinda.

- Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur
diterima oleh Bpk. Sahrul, SE, M.Si
Jabatan Plh Sekretaris.

Hasil koordinasi teknis didokumentasikan

Pertemuan Pembukaan

Ruang Meeting

Camp Sei Mao

PT Sumalindo
Hutani Jaya Unit Il
8 November 2018

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan

pelaksanaan audit lapangan, meliputi :

a. Pengenalan Susunan Tim Audit.

b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :
Ruang lingkup, metode audit, teknik audit
dan standar acuan penilaian yang
digunakan.

c. Menyampaikan kesanggupan
menandatangani pernyataan menjaga
kerahasiaan data / dokumen auditee.

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat
penunjukkan Manajemen Representatif.

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan

Camp Sei Mao

PT Sumalindo
Hutani Jaya Unit Il,

Blok RKTUPHHK-
HTI Tahun 2018

TPn dan TPK Hutan
dan TPK Antara

8-11
November 2018

Melakukan pengumpulan data melalui
tinjauan dokumen, wawancara dan
pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap
data, dokumen dan kinerja PHPL pada 1
(satu) tahun terakhir serta menganalisa
kesesuaiannya, meliputi kriteria audit :

Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK
Hutan.
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Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Pertemuan Penutupan

Ruang Meeting

Camp Sei Mao

PT Sumalindo
Hutani Jaya Unit Il
12 November 2018

Penyampaian dan permintaan konfirmasi
persetujuan atas hasil audit (kesimpulan
audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan
temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian
diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Koordinasi Teknis
dengan Instansi
Kehutanan sesudah dari
lapangan

Samarinda,
13 November 2018

Dilakukan kepada :

- Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur
diterima oleh Bpk. Eko Bahariwanto
jabatan Kasie PEPHP.

- BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh
Bpk. Zulfikar jabatan Kasie PPKH.

Hasil koordinasi teknis didokumentasikan

Pengambilan Keputusan
Penilikan Ke-4

Samarinda,
4 Desember 2018

a. PT Sumalindo Hutani Jaya Unit ||
dinilai LULUS Penilaian Kinerja PHPL
sesuai Lampiran 1.2 dan 2.1
Peraturan Direktur Jenderal PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016.

b. Status S-PHPL PT Sumalindo Hutani
Jaya Unit Il dipertahankan sesuai
masa berlaku dan ruang lingkup
sertifikasinya dengan Predikat BAIK
(Nilai Akhir Kinerja PHPL = 90,90 %
tanpa verifier bobot Dominan bernilai
Buruk dan Memenuhi standar VLK).

4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-4
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A. KRITERIA PRASYARAT
1. Indikator No. 1.1 : Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HT

NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

1.1.1. cD SEDANG Berdasarkan verifikasi dokumen legal seperti
Ketersediaan dokumen legal SK. IUPHHK-HT, Peta IUPHHK-HT, Akte
dan administrasi tata batas (PP, Perusahaan, SIUP, TDP dan NPWPpada
SK IUPHHK-HA, BukuTBT, Peta penilikan  ke-4, maka diketahui bahwa
TBT) keberadaan dokumen legal atas nama PT
Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) LENGKAP
(tidak ada perubahan dari hasil penilikan ke-3),
namundokumen tata batas, seperti
Pedoman TBT, BA TBT, Peta TBT dan
Laporan TBT tersedia TIDAK LENGKAP
atau dokumen yang tersedia belum sesuai
dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata
batas yaitu 147 KM atau 67 % dari 220
KM.

BOBOT | NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Dokumen tata batas yang tersedia yaitu Buku
TBT No. 1177 Tahun 1996 / Laporan Nomor :
1vV-2/PP/1999 yang merupakan Batas
Persekutuan antara IUPHHK-HTI PT. Surya
Hutani Raya dengan IUPHHK-HTI PT.
Sumalindo Hutani Jaya (Unit II), sepanjang
104.888,60 Meter, sedangkan dokumen yang
tidak tersedia dan menjadi observasi pada
penilikan ke-3 belum dipenuhi oleh auditee
selama 1 (satu) tahun terakhir, yaitu
sebagai berikut :

1. Buku TBT No.50 tahun 1974. yang
merupakan batas persekutuan dengan Eks.
HPH PT. Kayu Mahakam;

2. Buku TBT No. 53tahun 1975, yang
merupakan batas persekutuan dengan PT.
Inhutani I;

3. Buku TBT No. 187 tahun 1980, yang
merupakan batas persekutuan dengan Eks.
HPH PT. Kayu Mas Timber dan batas alam
sungai Santan.

1.1.2. D SEDANG Sesuai dengan justifikasi verifier 1.1.1 maka
Realisasi tata batas dan diketahui bahwa realisasi tatabatas IUPHHK-HT
legitimasinya (BATB) PT. Sumalindo Hutani Jaya II BELUM TEMU
GELANG atau baru sepanjang + 147 KM yang
sudah di tata batas dari total panjang batas *
220 KM; dan panjang tata batas + 147 KM
tersebut terdiri dari :

1. Batas Sendiri sepanjang = 32 KM (Laporan
TBT No.187 Tahun 1980), yang wajib
dilakukan Re-konstruksi sesuai ketentuan
yang berlaku untuk batas areal lebih dari
10 tahun;
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NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

BOBOT | NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

2. Batas Persekutuan sepanjang + 115 KM
(Laporan TBT No.1177 Tahun 1996, TBT
No. 53 Tahun 1975 dan TBT No.50 Tahun
1974), yang wajib dilakukan Re-konstruksi
sesuai ketentuan yang berlaku untuk batas
areal lebih dari 10 tahun

Dari data informasi yang terekam pada
laporanPerkembangan Pelaksanaan Tata Batas
IUPHHK-HT PT. Sumalindo Hutani Jaya 1II
Tahun 2018, maka dapat disimpulkan bahwa
bahwa selama 1 (satu) tahun terakhir
observasi pada penilikan ke-3 tahun 2017
belum dipenuhi oleh auditee yaitu :

“Auditee segera me-realisasikan penataan batas
hingga temu gelang, bila belum temu gelang di
lapangan  maka minimal keberadaan
pedoman tata batas yang sudah disahkan;
bila belum ada dokumen pedoman tata batas
maka minimal terdapat bukti-bukti
pengeluaran biaya dan administrasi pada
proses penyusunan pedoman tata batas”

Dimana data informasi terakhir didapatkan
dariSurat Undangan Rapat dari Dirjen Planologi
Kehutanan & Tata Lingkungan Nomor
UN.144/KUH/PKHW2/PLA.2/7/2018 tanggal 2
Juli 2018 kepada auditee untuk hadir pada
tanggal 4 Juli 2018 dengan agenda acara yaitu
Pembahasan Rencana Penataan Batas Areal
Kerja IUPHHK-HT PT. Sumalindo Hutani Jaya II
dan IUPHHK-HT PT Bhineka Wana, yang belum
ada Notulen Hasil Rapat.

Tindak lanjut pertemuan rapat tanggal 2 Juli
2018 maka auditee membuatdraft Rencana
Penataan Batas atau Pedoman Tata Batas dan
Peta Rencana Penataan Batas Skala 1 : 100.000
yang telah disampaikan kepada Direktur
Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata
Lingkungan untuk disahkan; dan pada Peta
Rencana Penataan Batas tercantum BATB 25
Oktober 2017 vyang merupakan realisasi
pelaksanaan tata batas fungsi kawasan antara
APL dan HP dan lokasinya berimpit dengan
batas luar areal kerja IUPHHK-HTI PT
Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) sebelah
Timur,sehingga keberadaan dokumen BATB25
Oktober 2017 berada diBPKH Wilayah IV
Samarinda, karena biaya penataan batas fungsi
kawasan tersebut di biayai oleh APBN.

Sehingga sesuai Perdijen Planologi Kehutanan
dan Tata Lingkungan Nomor : P.4/PKTL-
SET/2015 tentang Penggantian Biaya
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NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

BOBOT | NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan,
maka pihak PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II)
menyampaikan Surat Nomor : 012/SHJ-
SMD/11/2018 tanggal 14 Februari 2018 kepada
Kepala BPHK Wilayah IV Samarinda tentang
Biaya penataan Batas kawasan hutan yang
berimpit dengan batas luar areal kerja IUPHHK-
HT PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) di
Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.1.3. b SEDANG Berdasarkan verifikasi Hasil Pemetaan Konflik
Pengakuan para pihak atas tersebut maka diketahui bahwa selama 1 (satu)
eksistensi areal IUPHHK tahun terakhir terdapat pengurangan jumlah
kawasan hutan (BATB) konflik sebanyak 7 (tujuh) dari 18 (delapan
belas) konflik. Namun pengurangan konflik
tersebut belum maksimal karena hanya 2
konflik di Santan Ulu saja, sedang 5 (lima)
konflik yang dinyatakan closed karena lokasi
konflik lahan berada diluar konsesi sehingga
sifatnya hanya updating data konflik atau
bukan prestasi kinerja dari bagian Forest
Proctection (FP) dalam hal penyelesaian
konflik lahan/batas.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa observasi
pada penilikan ke-3 belum dipenuhi oleh
auditee selama 1 (satu) tahun terakhir
karena :

1. Auditee belum me-realisasikan tatabatas
hingga temu gelang, sehingga dari faktor
legal hukum keberadaan konsesi IUPHHK-
HT PT Sumalindo HUtani Jaya II belum
kuat;

2. Auditee belum dapat melakukan sosialisasi
batas areal kerja IUPHHK-HT PT Sumalindo
HUtani Jaya II kepada masyarakat
setempat, sehingga upaya penyelesaian
konflik secara terus menerus belum bisa
dilakukan secara maksimal terbentur
penataan batas areal kerja belum temu
gelang.

1.1.4. cD SEDANG Pada penilikan ke-4 diketahui bahwa terdapat
Tindakan pemegang izin dalam Buku RKUPHHK-HTI Tahun 2018-2027 Atas
hal terdapat perubahan fungsi Nama PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II)
kawasan. Apab||a tidak ada berdasarkan SK. Menteri LHK Nomor
perubahan fungsi maka verifier SK.111/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2018
tanggal 18 Januari 2018 yang disahkan oleh
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari (Ida Bagus Putera
Parthama/NIP.19590502 198603 1 001) dan
terdapat lampiran Peta RKUPHHK-HTI
Tahun 2018-2027 Skala 1 : 100.000 yang

ini menjadiNot Aplicable.
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NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

BOBOT | NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

dibuat/ditanda tangani oleh Direktur
Utama PT Sumalindo HUtani Jaya II
(Robert Siagian)sesuai dengan Pakta
Interigritas yang dibuat/ditanda tangani
diatas materai oleh Direktur Utama PT SHJ II
(Robert Siagian) yang menyatakan bahwa :

“ Data dan informasi yang disajikan dalam
dokumen RKUPHHK-HTI dan Peta adalah benar
adanya sesuai dengan kondisi biofisik areal dan
sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya "

Berdasarkan verifikasi dokumen/buku
RKUPHHK-HTI Tahun 2018-2027 tersebut,
maka diketahui bahwa data tata ruang
RKUPHHK-HTI tahun 2018-2027 (tertulis 2017-
2026) pada areal PT Sumalindo HUtani Jaya II
masih terdapat Areal Penggunan Lain (APL)
seluas 16.476 Ha sehingga masih menjadi
tanggung jawab auditee untuk pengawasan dan
keamanan areal pada operasional 10 (sepuluh)
tahun kedepan, karena APL seluas 16.476 Ha
diperuntukkan sebagai berikut :

1. Tanaman Kehidupan (TK) seluas 12.910
Ha;

2. Kawasan Lindung (KL) seluas 3.473 Ha;

3. IPPKH seluas 93 Ha.

Namun terdapat Surat Direktur Utama PT
Sumalindo HUtani Jaya (Unit II) Nomor
14/SHJ-SMD/I11/2018 tanggal 01 Maret 2018
tentang Rekomendasi/Dukungan Teknis
Pelepasan APL di dalam areal kerja IUPHHK-HT
PT Sumalindo HUtani Jaya II Kab. Kutai
Kartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara di
Tenggarong.Dimana isi surat  tersebut
menyampaikan bahwa berdasarkan
pengamatan lapangan bahwa lokasi APL
seluas + 16.000 Ha di dalam areal kerja
PT Sumalindo Hutani Jaya II merupakan
perkampungan yang sudah ada sebelum
penetapan areal kerja IUPHHK-HT PT
Sumalindo Hutani Jaya II yaitu Desa Santan
Ulu dan Desa Makarti yang termasuk
Kecamatan Marang Kayu. Selain itu
terdapat kebun penduduk, fasilitas umum
berupa sekolah, puskesmas, kantor desa,
lapangan bola, SPBU, tempat ibadah dan
lainnya.

Terdapat jawaban dari Bupati Kartanegara yaitu
dokumen Rekomendasi/Dukungan Nomor

100/934/A/Pem tanggal 30 April 2018 tentang
Persetujuan Pelepasan APL seluas = 16.000 Ha
dari areal kerja IUPHHK-HT PT Sumalindo
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NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

BOBOT | NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

HUtani Jaya II.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa
keberadaan Rekomendasi/Dukungan dari
Bupati Kutai Kartanegara tersebut
mengandung konsenkuensi bagi auditee
harus membuat perubahan perencanaan
atau revisi RKUPHHK-HTI Periode 2018-
2027 yang baru disahkan tanggal 18
Januari 2018, bila luas APL dikeluarkan dari
areal kerja IUPHHK-HTI PT. Sumalindo Hutani
Jaya (Unit II) dan alasan tersebut sesuai
dengan observasi pada penilikan ke-3 tahun
2017 yaitu :

"Proses penyusunan dokumen RKUPHHK-HT PT
Sumalindo HUtani Jaya II periode 2017-2026
sebagai pengganti dokumen RKUPHHK-HTI
sebelumnya yang akan berakhir 2017 agar
segera diselesaikan pada akhir tahun 2017
dengan menyesuaikan adanya perubahan
kawasan sesuai SK Menhut Np. 718/Menhut-
II/2014 berkaitan dengan pengurangan APL
dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku”

Perubahan luas aeal kerja IUPHHK-HTI PT
Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) dengan
mengeluarkan APL seluas + 16.000 Ha
berpedoman pada Pasal 2 ayat (3) Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : P.45/MenLHK/Setjen/HPL.0/2016
tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal
IUPHHK pada Hutan Produksi;

Informasi diatas sesuai hasil rapat pertemuan
pembahasan kajian komprehensif data spasial
peta IUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya II
yang tertuang pada Notulen Rapat pada tanggal
11 Januari 2018, yang dibuat oleh pimpinan
rapat yaitu Direktur UHP (Ir. Istanto, M.Sc).

1.1.5. CcD SEDANG | Pada penilikan ke-4 diketahui  bahwa
Penggunaan kawasan diluar penggunaan kawasan di luar sector kehutanan
L pada areal kerja IUPHHK-HTI PT. Sumalindo
sektor kehutanan (Apabila tidak Hutani Jaya (Unit II) telah terdata dan selama 1
ada penggunaan kawasan (satu) data penggunaan kawasan sama dengan
diluar sektor Kehutanan maka penilikan ke-3 yaitu :
verifierini menjadi/Not 1. Terdapat 9 (Sembilan) IPPKH dengan total
Aplicable). seluas 7.095,08 Ha. Dari luasan tersebut
setelah dideliniasi terdapat areal yang
overlap dengan areal PT Sumalindo Hutani
Jaya (Unit II) seluas 6.821,63 Ha, namun
berdasarkan data tata ruang RKUPHHK-HTI
Periode 2018-2027 luas IPPKH yang masuk
dalam areal konsesi seluas £ 6.521 Ha (di
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NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

BOBOT | NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

HP seluas + 6.428 Ha dan APL seluas + 93
Ha);

2. Terdapat perkebunan karet milik rakyat di
Desa Makartiseluas + 2.043 Ha,
Perkebunan warga Santan Ulu seluas +
1.000 Ha serta warga Desa Gunung
Menangis seluas + 2.500 Ha;

3. Terdapat bangunan pemukiman atau
fasilitas pemerintahan Desa Makarti dan
Desa Santan Ulu di sepanjang kiri kanan
jalan provinsi Samarinda-Bontang yang
berada di dalam areal PT. Sumalindo
Hutani Jaya (Unit II) sebelah Timur dan
merupakan bagian dari APL yang telah
mendapatkan Rekomendasi/Dukungan
Bupati Kutai Kartanegara untuk dikeluarkan
dari luas areal kerja IUPHHK-HTI PT.
Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) seluas =+
70.300 Ha sesuai SK. IUPHHK-HTI Nomor
:SK. 675/Kpts-11/1997, tanggal 10 Oktober
1997.

Namun baru data penggunaan kawasan oleh

masyarakat Desa Makarti dan Desa Santan Ulu

yang secara implisit sudah disampaikan kepada

Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Direktur

Utama PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II)

Nomor :14/SH]-SMD/I11/2018 tanggal 01 Maret

2018 tentang Rekomendasi/Dukungan

Pelepasan APL seluas + 16.000 Ha dengan

alasan bahwa kondisi APL yang merupakan

bagian dari areal kerja IUPHHK-HTI PT

Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) sudah banyak

bangunan pemukiman warga dan fasilitas

pemeritahan dari 2 (dua) Desa vyaitu Desa

Makarti dan Desa Santan Ulu. Sedang data

IPPKH yang masih aktif belum ada laporannya

kepada pihak berwenang sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Sehingga pemenuhan observasi penilikan ke-3

atau action plan belum dilakukan oleh

auditeeyaitu untuk terusmendata dan

melaporkan perkembangan kegiatan 9

IPPKH yang masih aktif kepada pihak

berwenang.

Kesimpulan Indikator 1.1. 12/18 = 66,67% (SEDANG)
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2. Indikator No. 1.2 : KomitmenPemegang IUPHHK-HT

NOMOR DAN JUDUL

VERIFIER BOBOT | NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.2.1. D BAIK Pada penilikan ke 4 tidak terdapat perubahan
Keberadaan dokumen visi, misi Visi dan Misi PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit
dan tujuan perusahaan yang II)yang telah ditetapkan oleh Direktur Utama
sesuai dengan PHL PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II)tanggal 1

Januari 2016, dan Visi dan Misi PT Sumalindo
Hutani Jaya (Unit II) sesuai dengan kerangka
PHPL yang terdiri dariaspek produksi, sosial,
dan ekologi.

Visi dan Misi PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II)
sebagai berikut :

VISI :

“Menjadi Perusahaan Kehutanan terdepan
ditingkat internasional melalui pengelolaan
hutan tanaman yang menjamin kelestarian
fungsi produksi, ekologi dan sosial guna
mewujudkan pembangunan hutan tanaman
yang berkelanjutan”

MISI :
Menyelenggarakan pengusahaan hutan
tanaman berdasarkan prinsip-prinsip

pengelolaan hutan tanaman lestari melalui

kegiatan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan usaha hutan tanaman
dengan dukungan manajerial dan SDM
yang profesional;

2. Melakukan perlindungan dan koservasi
keanekaragaman hayati beserta ekosistem
terutama dalam pengelolaan konservasi
Orangutan dan menerapkan konservasi
hutan berdasarkan Nilai Konservasi
Tinggi (High Conservation Value-

HCV);

3. Meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sekitar dengan
memperhatikan prinsip-prinsip

Padiatapa/FPIC dan melakukan
penanganan keluhan/grievance yang
bertanggung jawab;

4. Meningkatkan nilai hutan dari tidak
produktif = menjadi  produktif  secara
berkesinambungan dan lestari, berwawasan
ekologi dan sosial;

5. Mengelola sumber daya hutan sebagai
ekosistem secara partisipatif sesuai dengan
karakter wilayah
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1.2.2. o BAIK Pada penilikan ke-4 diketahui terdapat kegiatan
Sosialisasi visi, misi dan tujuan Sosialisasi Visi dan Misi kepada masyarakat
perusahaan Desa Santan Ulu, Kecamatan Marang Kayu
pada tanggal 06 Februari 2018 di Aula Kantor
Desa Santau Ulu, sesuai dengan dokumen
Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi dan
lampiran Daftar Hadir.

Selain itu sosialisasi Visi dan Misi selalu
disampaikan kepada karyawan dan kontraktor
bila terdapat acara-acara pertemuan atau rapat
dalam rangka evaluasi kerja atau training SDM.

BOBOT | NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Sehingga kegiatan sosialisasi Visi dan Misi
perusahaan tetap disampaikan secara
terus menerus dalam berbagai
kesempatan yang berkaitan dengan tujuan
perusahaan.

1.2.3. D SEDANG Pada penilika ke-4 diketahui bahwa secara
Kesesuaian visi, misi dengan keseluruhan kegiatan (implementasi)
implementasi PHL Pembangunan Hutan Tanaman Industri
oleh PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II)
hanya sebagian yang sesuai dengan Visi
dan Misi yang ditetapkan oleh Direktur Utama

PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II), karena

salah satu bagian penting dari Visi dan Misi

yang belum ter-realisasi antara lain :

Kriteria Prasyarat

1. Penataan batas areal kerja belum temu
gelang;

2. Penggunaan kawasan di luar sector
kehutanan, seperti IPPKH didalam areal
kerja belum dapat di monitor dampak
kegiatannya terhadap kawasan lindung
yang sudah ditetapkan pada RKUPHHK-HTI
Periode 2018-2027;

3. Perubahan fungsi kawasan dari HP ke APL
seluas + 16.000 Ha belum dikeluarkan
pada Tata Ruang PT Sumalindo Hutani
Jaya II di Buku RKUPHHK-HTI Periode
2018-2027;

4. Perbaikan verifier bernilai Sedang pada
penilikan ke-3 tahun 2017 belum
dilaksanakan pada penilikan ke-4 tahun
2018.

Kriteria Produksi

1. Kondisi kesehatan finansial tahun 2017
belum BAIK, karena hasil Catatan Kantor
Akuntan Publik terkait likuiditas,
solvabilitas, dan renrabilitas adalah masih
Wajar dengan pengecualian;

2. Realisasi penanaman pada RKT tahun 2017
dan 2018 masih belum mencapai
target(RKT 2017 tercapai 49 % dan RKT
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2018 s/d Oktber 2018 tercapai 18,72 %);

3. Realisasi pemamenan pada RKT tahun
2017 dan 2018 masih belum mencapai
target (RKT 2017 tercapai 32 % dan RKT
2018 s/d Oktober 2018 tercapai 16,45 %);

3. Perbaikan verifier bernilai Sedang pada
penilikan ke-3 tahun 2017 belum
dilaksanakan pada penilikan ke-4 tahun
2018.

Kriteria Ekologi

1. Realisasi penanaman pada RKT tahun 2017
dan 2018 masih belum mencapai target
(RKT 2017 tercapai 49 % dan RKT 2018
s/d Oktber 2018 tercapai 18,72 %);

2. Realisasi pemamenan pada RKT tahun
2017 dan 2018 masih belum mencapai
target (RKT 2017 tercapai 32 % dan RKT
2018 s/d Oktober 2018 tercapai 16,45 %);

3. Perbaikan verifier bernilai Sedang pada
penilikan ke-3 tahun 2017 belum
dilaksanakan pada penilikan ke-4 tahun
2018.

Kriteria Sosial

1. Realisasi penanaman pada RKT tahun 2017
dan 2018 masih belum mencapai target
(RKT 2017 tercapai 49 % dan RKT 2018
s/d Oktber 2018 tercapai 18,72 %);

2. Realisasi pemamenan pada RKT tahun
2017 dan 2018 masih belum mencapai
target (RKT 2017 tercapai 32 % dan RKT
2018 s/d Oktober 2018 tercapai 16,45 %);

3. Perbaikan verifier bernilai Sedang pada
penilikan ke-3 tahun 2017 belum
dilaksanakan pada penilikan ke-4 tahun
2018.

Kesimpulan Indikator 1.2.

10/12 = 83,33 (BAIK)

3. Indikator No. 1.3 : Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada
Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi
Penelitian, Pendidikan dan Latihan
NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER BOBOT | NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.3.1. D BAIK Keberadaan tenaga professional bidang

Keberadaan tenaga profesional
bidang kehutanan (Sarjana
Kehutanan dan Tenaga Teknis
menengah kehutanan) di
lapangan pada setiap bidang
kegiatan pengelolaan hutan

kehutanan di lapangan pada IUPHHK-HTPT
Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) dengan areal
kerja seluas + 70.300 Ha tersedia setiap bidang
kegiatan pengelolaan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku vyaitu SK. Perdirjen PHPL P.
16/PHPL-IPHH/2015 untuk luas 50.000 Ha s/d
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sesuai ketentuan yang berlaku 100.000 Ha,dan jumlah Ganis PHPL yang
dimiliki auditee adalah 20 orang Ganis PHPL
terdiri dari :

Ganis Canhut sebanyak 4 orang (sesuai);
Ganis Nenhut sebanyak 3 orang (sesuai);
Ganis Binhut sebanyak 6 orang (lebih 1);
Ganis Kurpet sebanyak 2 orang (lebih 1);
Ganis PKB-R sebanyak 5 orang (sesuai)

BOBOT | NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

AW

1.3.2. b BAIK Berdasarkan dokumen realisasi training tahun
Peningkatan kompetensi SDM 2018 PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit
II)(Januari s/d Oktober 2018) maka diketahui
terdapat peningkatan kompetensi SDM PT
Sumalindo Hutani Jaya II s/d Oktober
2018 sudah mencapai 160 % (untuk nilai
BAIK lebih dari 70 %).

1.3.3. b BAIK PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) telah
Ketersediaan dokumen memiliki dokumen ketenagakerjaan lengkap
ketenagakerjaan dan tersedia di Kantor Base Camp Sei Mao yang
menjadi tanggung jawab Human Resource

Coordinator (Bpk. Zukifli).

Dokumen ketenagakerjaan tersebut meliputi :

1. Dokumen-dokumenketentuan dan atau
perundang-undangan yang diberlakukan
untuk ketenagakerjaan di Indonesia;

2. Dokume-dokumenlaporan ketenagakerjaan
kepada pihak yang berwenang (Dinasker);

3. Dokumen Perjanjian Kerja Bersama /

Peraturan Perusahaan;

Dokumen Laporan Kepesertaan BPJS;

Dokumen Pendidikan dan Latihan (Diklat);

Dokumen Pelayanan Kesehatan;

Dokumen Prestasi Karyawan;

Dokumen Perizinan Karyawan (Izin

Cuti/Sakit)

Dokumen Perjanjian Kontrak Kerja (PKWT);

0.Dokumen Upah Minimum Provinsi yang

berlaku;

11. Dokumen Serikat Pekerja;

12.Dan lain-lain yang terkait dengan
ketanagakerjaan.

@ Nowu bk

=0

Kesimpulan Indikator 1.3. 15/15 = 100,00% (BAIK)
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4. Indikator No. 1.4 : Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan
Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai
Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HT

NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

1.4.1. D BAIK Pada penilikan ke-4 tidak terdapat
Kelengkapan unit kerja perubahan struktur organisasi dan job
perusahaan dalam kerangka description vyang dimiliki oleh PT
PHPL Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) dan
keberadaan struktur organisasi dan job
description tersebut secara seluruhnya
sesuai dengan kerangka PHPL.

BOBOT | NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Namun terdapat pergantian Kepala HTI di PT
Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) berdasarkan SK
Direktur Utama PT Sumalindo Hutani Jaya II
pada tanggal 01 Juni 2018 yang mengangkat
Sdr. Hendrix Purnama NIK 7410 sebagai Kepala
HTI (pengganti Sdr. Dudu Hudaya)

Penggantian Kepala HTI tersebut secara
langsung di-ikutin dengan Surat Pengangkatan
para personil yang menjabat dibawah Kepala
HTI pada Struktur Organisasi di PT Sumalindo
Hutani Jaya (Unit II) di lapangan dan SK
Pengangkatan tersebut disiapkan oleh Human
Resource Coordinator (Bpk. Zulkifli) dan
disetujui oleh Kepala HTI (Bpk.Hendrix
Purnama).

Hasil  verifikasi  setiap = dokumen  SK.
Pengangkatan Personil yang menjabat di
Struktur Organisasi PT Sumalindo Hutani Jaya
(Unit II) tidak ditemukan jabatan yang
dirangkap oleh 1 (satu) orang.

1.4.2. cD BAIK Berdasarkan verifikasi dokumen terkait Sistem
Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) di Camp Sei Mao,
Informasi Manajemen dan maka diketahui bahwa PT Sumalindo Hutani
tenaga pelaksana Jaya (Unit II)memiliki Perangkat SIM yang
mendukung operasional di lapangan dan
tenaga pelaksana atau penanggung
jawab IT yaitu Sdr. Yusuf Wibisono sebagai
Information Technology Coodinator sesuai SK
Penunjukan dari Kepala HTI (Sdr. Hendrix
Purnama) pada tanggal 01 Juni 2018.

Kondisi daftar peralatan SIM atau IT di Kantor
Base Camp Sei Mao secara keseluruhan baik
sesuai Laporan No. SO-ID/IT-SO/SMD/X/2018
tanggal 15 Oktober 2018.
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1.4.3. D BAIK Sesuai Struktur Organisasi di PT Sumalindo

Keberadaan SPI /internal Hutani Jaya II maka diketahui terdapat jabatan

auditor dan efektifitasnya Internal Auditor yang dijabat oleh Sdr.
Saifudin, dan pada penilikan ke-4 atau selama
1 (satu) terakhir keberadaan Internal
Auditor berjalan dengan efektif untuk
mengontrol seluruh tahapan kegiatan
sesuai dengan hasil verifikasi dokumen Internal
Audit Report Tahun 2017 dan 2018 yang
dibuat oleh Tim Internal Auditor

1.4.4. CD BAIK

Keterlaksanaan tindak koreksi
manajemen berbasis hasil
monitoring dan evaluasi

Berdasarkan Laporan Review Operasional bulan
Oktober 2018 yang dibuat oleh Tim Internal
Audit maka diketahui bahwa selama 1 (satu)
terakhir terdapat bukti tindakan
pencegahan dan perbaikan yang terus-
menerus berdasarkan hasil monitoring
dan evaluasi (MonEv)

Kesimpulan Indikator 1.4.

18/18 = 100,00% (BAIK)

5. Indikator No. 1.5 Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)
NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.5.1. b BAIK Pada penilikan ke-4 terdapat dokumen Berita
Persetujuan rencana pene- Acara Pelaksanaan Sosialisasi kepada warga
bangan melalui peningkatan Desa Santan Ulu terkait batas-batas areal blok
pemahaman, keterlibatan, RKT 2018 PT Sumalindo Hutani Jaya II yang
pencatatan proses dilampirkan  Daftar Hadir dan foto-foto
dandiseminasi isi pertemuan di Aula Kantor Desa Santan Ulu
kandllm alnn ;” tanggal 06 Februari 2018, dimana pihak
ganny masyarakat dari Desa Santan Ulu telah
meyetujui lokasi blok RKT 2017 dengan
menanda tangani Berita Acara Sosialisasi Blok
RKT 2018 dan Kesepakatan Bersama Dalam
Rangka Padiatapa.
Sehingga kegiatan RKT 2018 PT Sumalindo
Hutani Jaya II yang akan mempengaruhi
kepentingan masyarakat setempat (Desa
Santan Ulu) telah mendapat persetujuan atas
dasar informasi awal yang memadai (Padiatapa)
1.5.2. D SEDANG

Persetujuan dalam proses tata
batas

Pada penilikan ke-4 tidak terdapat dokumen
perbaikan untuk pemenuhan observasi
pada penilikan ke-3 tahun 2017 yaitu

“PT Sumalindo Hutani Jaya II agar segera
mendapatkan salinan dokumen laporan TBT No.
50/1974, No. 53/1975 dan No. 187/1980 dari
pihak _yang berwenang (Dinjen Planologi
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Kehutanan) sesuai dengan Surat Direktur PT.
SHJ I Nomor : p2/SHJ II-SMD/XIl/2014
tanggal 9 Desember 2014 atau melakukan
Pemeliharaan Batas Areal Kerja PT. SHJ II yang
berbatasan dengan APL yang melibatkan
masyarakat desa sekitar konsesi”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hanya
sebagian dari para pihak yang terlibat dalam
persetujuan proses tata batas areal kerja PT
Sumalindo Hutani Jaya II yaitu 50 % dari para
pihak sebagai berikut :

1. Eks. HPH PT Kayu Mahakam (TBT
50/1974)

2. IUPHHK-HTI PT Surya Hutani Jaya (TBT
1177/1996)

3. IUPHHHA PT Inhutani I (TBT 53/1975);

4. Eks. HPH PT. Kayu Mas Timber (Buku
TBT 187/1980)

5. IUPHHK-HT PT. Bhineka Wana (belum di
tatabatas/belum setuju)

6. PT. Perkebunan XXVI (belum di
tatabatas/belum setuju)

7. PT. Usaka Indah (belum di
tatabatas/belum setuju)

8. Taman Nasional Kutai (belum di
tatabatas/belum setuju)

1.5.3. b BAIK Pada penilikan ke-4 terdapat dokumen terdapat
Persetujuan dalam proses dan (Naik) | laporan realisasi PMDH Semester II athun 2017
pelaksanaan CSR/CD dan Semester I tahun 2018 dan terdapat 4
(empat) Desa yang menerima bantuan yaitu
Desa Santan Ulu, Desa Perangat Selatan, Desa
Sukamaju dan Desa Segihan.

Sesuai dengan overlapping Peta Blok RKT 2018
dengan Peta Administrasi Desa PT SHJ II, maka
diketahui bahwa wilayah Desa yang masuk blok
RKT 2018 berjumlah 2 (dua) Desa yaitu Desa
Santan Ulu dan Desa Sukamaju.

Sehingga dari telaahan diatas diketahui bahwa
persetujuan dalam proses dan pelaksanaan
CSR/CD pada tahun 2017/2018 berasal dari
para pihak yang terdiri dari 4 (empat) Desa,
termasuk 2 (dua) Desa yang berhak untuk
menerima bantuan PMDH vyaitu Desa Santan
Ulu dan Desa Sukamaju

1.5.4. cD BAIK Pada penilikan ke-4 terdapat dokumen Berita
Persetujuan dalam proses Acara Pelaksanaan Sosialisasi kepada
penetapan kawasan lindung masyarakat Desa Santan pada tanggal 06
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Februari 2018, namun materi sosialisasi
kawasan lindung masih menggunakan
data kawasan lindung yang mengacu
dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2008-
2017 padahal terdapat data kawasan lindung
terbaru berdasarkan dokumen RKUPHHK-HTI
Periode 2018-2027 yang disahkan pada tanggal
18 Januari 2018 (sebelum pelaksanaan

sosialisasi).

Kawasan Lindung RKU 2008-2017
Sempadan Sungai 2.704 Ha
KPPN 5.828 Ha
KPSL/DPSL 3.989 Ha
Lereng E 2.504 Ha
Konservasi Tanah 14 Ha
Mata Air 130 Ha
Buffer Zone 0
Total 15.169 Ha

Terdapat SK. Direktur Utama PT. SHJ II Nomor

004/SK-SH] 1I/11/2018 tentang Penetapan
Kawasan Lindung seluas 18.023 Ha di areal
kerja PT. Sumalindo Hutani Jaya II.

Namun bila dibandingkan Peta Revisi
RKUPHHK-HTI =~ 2008-2017 dengan Peta
RKUPHHK-HTI 2018-2027 (baru) diketahui
bahwa sebagian lokasi kawasan lindung
pada RKUPHHK-HTI 2008-2017 sama
letaknya dengan RKUPHHK-HTI 2018-
2027hanya terdapat penambahan luas
kawasan lindung pada semua jenis
kawasan lindung yang diambil dari sebagian
luas areal Tanaman Unggulan (TU) yang
menurut Permen LHK Nomor P.12/MenLHK-
I1/2015 Jo P.17/MenLHK/Setjen/Kum.1/2/2017
tentang Pembangunan HTI, dimana alokasi
Tanaman Unggulan (TU) dihapus pada
dokumen RKUPHHK-HTI.

Luas TU pada RKUPHH-HTI 2008-2017 seluas
7.330 Ha, dimana sebagian areal masuk
menjadi Kawasan Lindung seluas 2.854 Ha,
sedang sisanya 4.476 Ha menjadi Tanaman
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Kehidupan
Sehingga kegiatan sosialisasi tanggal 06
Februari 2018 tersebut masih relevan
dengan kondisi kawasan lindung yang telah
ditetapkan atau disahkan oleh Direktur Utama
PT SHJ II dan Kementerian LHK yang termasuk
para pihak yang terlibat proses persetujuan
kawasan lindung di areal PT SHJ II.
Selain itu terdapat Sosialisasi Kawasan Lindung
yang dilakukan kepada karyawan dan
kontraktor di lapangan sesuai dengan hasil
peniikan ke-3.
Kesimpulan Indikator 1.5. 15/18 = 83,33% (BAIK)
B. KRITERIA PRODUKSI
1. Indikator No. 2.1 : Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari
NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER BOBOT | NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.1. D BAIK Pada Audit Penilikan Ke-4, dapat diverifikasi
keberadaan dokumen rencana jangka panjang
Keberadaan DEkumen' (Tetap) (management plan) yang telah disetujui oleh
Rencana Jangka Pan-jang pejabat berwenang, diantaranya :
(’_77‘3’7‘3_-‘7?’773“ p/‘_’”) yang telah e Dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha
Disetujui oleh Pejabat yang Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan
Berwenang Tanaman Industri untuk jangka waktu 10

(sepuluh) tahun periode tahun 2008 -
2017, disetujui melalui Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor : SK.51/VI-BUHT/2011
tanggal 12 April 2011.

e Dokumen Rencana Kerja Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan
Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk
Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode
2018-2027, disetujui melalui Keputusan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor :  SK.111/MenLHK-PHPL/UHP/
HPL.I/1/2018 tanggal 18 Januari 2018.

PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) tidak dikenai

peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.

2.1.2 D SEDANG | Berdasarkan telaah dokumen RKUPHHK-HTI
Periode 2018-2017 dan RKTUPHHK-HTI Tahun

Kesesuaian Implementasi (Tetap) 2018, didapatkan data :

Penataan Areal Kerja di Rencana Penataan Areal Kerja Tahun 2018

Lapangan dengan Rencana berdasarkan RKUPHHK-HTI ~Periode Tahun

Jangka Panjang 2018-2017 direcanakan seluas 7.000 Ha, terdiri
dari :
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- Tanaman Pokok (Blok I) seluas 5.026 Ha ;

- Tanaman Kehidupan (Blok 1) seluas 1.974
Ha

Namun, implementasi Penataan Areal Kerja
RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 seluas 4.840 Ha,
terdiri dari :

- Tanaman Pokok (Blok I, II, II, IV, dan V)
seluas 4.840 Ha ;

- Tanaman Kehidupan tidak ada.

Dengan demikian, implementasi penataan areal
kerja di lapangan pada blok dan petak/
kompartemen pada RKTUPHHK-HTI Tahun
2018 sebagian yang sesuai dengan RKUPHHK-
HTI.

2.1.3 CcDh SEDANG | Pada saat dilakukan audit Penilikan Ke-4 dapat

Pemeliharaan Batas Blok dan (Tetap) S:)Vni;zléaesr'n:r?i?;jaan batas blok dan petak/

Petak /compartemen kerja - Plang Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2018
berupa pemberian Plang RKTUPHHK-HTI
Tahun 2018 di Petak 11B zone 55 pada
koordinat N 00°0028,9” E 117°11'13,4"
dengan bahan seng dan warna dasar cat
putih tulisan hitam (ukuran 80 x 120 cm)
dalam keadaan baik dan jelas.

- Batas Kompartemen berupa batas buatan
(jalan) dan batas alam (sungai).
Pemeriksaaan dilapangan didapatkan patok
petak menggunakan Paralon salah satunya
pada 11 B zone 55 pada koordinat N
0000028,7” E 117°11'13,4” dengan
keadaan jelas dan terlihat di lapangan.

- Masih ditemukan patok yang rusak salah
satunya Petak 022B zone 55 pada
koordinat N 0001'38,1” E 117011'54,3",
menyebabkan tanda petak tidak terlihat
jelas di lapangan.

Dengan demikian, tanda batas blok dan petak

kerja belum seluruhnya atau hanya sebagaian

yang terlihat dengan jelas di lapangan.

Kesimpulan Indikator 2.1. 12/15 = 80,00% (SEDANG)

2. Indikator No. 2.2 : Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama
dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem

NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER BOBOT | NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.2.1. D BAIK PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) memiliki
data potensi tegakan pada tipe ekosistem tanah
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Terdapat Data Potensi Tegakan
per Tipe Ekosistem yang ada
(Berbasis IHMB/ Survei potensi,
ITSP, Risalah Hutan)

(Tetap)

kering periode 3 tahun terakhir.
rinciannya sebagai berikut :

- RKTUPHHK-HTI 2018 = 72,40 m3/ha

- RKTUPHHK-HTI 2017 = 48,30 m3/ha

- RKTUPHHK-HTI 2016 = 37,30 m3/ha
Terdapat data pendukung berupa Peta design
plot inventory, Tally sheet forest inventory PHI,
Hasil PHI/ TSP beserta peta hasil PSP yang
merupakan hasil inventori pada areal tegakan
tanaman.

Adapun

2.2.2.

Terdapat Informasi tentang
Riap Tegakan

CD

BAIK
(Tetap)

Terdapat Laporan Pembuatan dan Pengukuran
Petak Ukur Permanen Tahun 2017 PT
Sumalindo Hutani Jaya(Unit II), Maret 2018.
Laporan ini memuat hasil pengukuran Petak
Ukur Permanen periode tahun 2017 yang
merupakan pengukuran ke-1, ke-2, ke-3, ke-4
dan ke-5 dalam satu daur pertumbuhan
tanaman pokok Eucalyptus pelita. Hasil analisis
riap diketahui bahwa rata-rata MAI sebesar
21.96 M3/Tahun.

Keberadaan PSP dapat diverifikasi di lapangan
pada petak 14F zone 44 pada koorinat S
00004'45,99” E 117°07'52,52", yaitu plot PSP
no. 06 dan telah di ukur selama 3 kali periode,
terakhir tanggal 09 Maret 2018.

Laporan telah disampaikan kepada Kepala
Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
C.q. Kepala Pusat Penelitian dan
Pengembangan Hutan sesuai dengan Surat No.
001/SHJ I1-SMD/V/2018 tanggal Mei 2018.

2.2.3.

Terdapat Perhitungan
Internal/self JTT Berbasis Data
Potensi dan Kondisi
Kemampuan Pertumbuhan
Tegakan

CD

SEDANG
(Tetap)

Berdasarkan telaah terhadap data dan dokumen
didapatkan bukti bahwa PT Sumalindo Hutani
Jaya(Unit II) sudah melakukan analisis data
potensi dan riap tegakan pada periode penilaian
sesuai Dokumen Laporan Pembuatan dan
Pengukuran petak Ukur Permanen Tahun 2017,
Maret 2018 yang sudah dilaporkan kepada
Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan
Inovasi Kementrian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan C.q. Kepala Pusat Penelitian dan
Pengembangan Hutan sesuai dengan Surat No.
001/SHJ II-SMD/V/2018 tanggal Mei 2018.
Namun demikian, Perhitungan JTT pada
RKTUPHHK-HTI masih menggunakan hasil
inventarisasi TSP/PHI.

Kesimpulan Indikator 2.2.

11/12 = 91,67% (BAIK)
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3. Indikator No. 2.3 : Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin
Regenerasi Hutan

NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER BOBOT | NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.3.1. ) D BAIK SOP tahapan sistem silvikultur PT Sumalindo
Ketersediaan SOP Seluruh (Tetap) | Hutani Jaya (Unit II) tidak mengalami
Tahapan Kegiatan Sistem perubahan. Adapun SOP tahapan kegiatan
Silvikultur sistem silvikultur THPB sebagai berikut :

1. SOP Tata Batas Areal Kerja, nomor
SOP/SH] 1II/P-01 tanggal 1 Maret 2017
(Rev 1)

2. SOP Penyusunan Rencana Komparte-
menisasi, nomor : SOP/SHJ] II/P-07 tanggal
1 Maret 2017 (Rev 1)

3. SOP Inventarisasi Hutan Tanaman Industri
(Temporary Sample Plot), nomor : SOP/SH]
I1/P-18 tanggal 1 Maret 2017 (Rev 1)

4. SOP Perencanaan Pembukaan Wilayah
Hutan, nomor : SOP/SH] II/P-10 tanggal 1
Maret 2017 (Rev 1)

5. SOP Road, nomor : SOP/SH] II/P-23
tanggal 01 Maret 2017 (Rev 1)

6. SOP Produksi Bibit, nomor : SOP/SHJ II/N-
01 tanggal 12 Juni 2017 (Rev 2)

7. SOP Penyiapan Lahan (masuk dalam SOP
Plantation dalam bentuk WI berupa
kegiatan persiapan lahan)

8. SOP Plantation di Lahan Kering dan Basah,
Untuk Jenis Acacia sp dan Eucalyptus sp,
nomor : SOP/SH] II/PNP-01 tanggal 12
Juni 2017 (Rev 1)

9. SOP Pemeliharaan Tanaman, (masuk
dalam SOP Plantation dalam bentuk WI
dari ma-sing-masing kegiatan pemeliharaan
seperti : pemupukan, pengendalian gulma
din

10. SOP Harvesting HTI Dry Land, nomor :
SOP/SH] II/PNP-06 tanggal 12 Juni 2017
(Rev 1)

11. SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan,
nomor : SOP/SH] II/FP-026, tanggal 01
Maret 2017 (Rev 1).

2.3.2. D BAIK Implementasi seluruh tahapan kegiatan sistem
Implementasi SOP Seluruh (Tetap) | silvkultur THPB telah dilaksanakan dan dapat
Tahapan Kegiatan Sistem diverifikasi di lapangan, sebagai berikut :
Silvikultur 1) Penataan areal kerja (PAK) :
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PT Sumalindo Hutani Jaya(Unit II) telah
melaksanakan penandaan lapangan berupa
pemberian tanda batas blok RKTUPHHK-
HTI Tahun 2018 berupa pemberian Plang
RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 di Petak 11b
zone 55 pada koordinat N 00°0028,9” E
117011'13,4". Plang RKT plang dengan
bahan seng dan warna dasar cat putih
tulisan hitam (ukuran 80 x 120 cm).

2) Risalah Hutan:

PT Sumalindo Hutani Jaya(Unit II) telah
melaksanakan implementasi risalah hutan
sesuai SOP. Tersedia tally sheet dan
rekapitulasi hasil pengukuran TSP/PHI yang
dilakukan oleh bagian PMD.
Berdasarkanpemeriksaan di lapangan dapat
ditemukan lokasi PHI di petak 06 C1 zone
45 vyaitu plot 1 pada tanaman Eucalyptus
077 AA, tanam 2014. Dapat diverifikasi
penandaan starting point PHI dan pita
kuning hasil pengukuran.

3) Pembukaan Wilayah Hutan :

Berdasarkan wawancara dengan Bapak
Dedi Kurnniawan dan observasi lapangan
bahwa tidak ditemukan kegiatan
pembuatan jalan/ seluruh aksesibilitas jalan
sudah ada.Kegiatan yang dilakukan adalah
pemeliharaan jalan yang dapat diverifikasi
pada jalan utama. Saat dilakukan audit PT
Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) memiliki 2
unit Motor Grader, 2 Unit Compactor, dan 2
unit dump truck untuk  kegiatan
pemeliharaan jalan.

4) Pengadaan Bibit :

PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) telah
melaksanakan kegiatan pengadaan bibit
sesuai standar spesifikasi di SOP. Bibit Siap
Tanam (BST) yang digunakan telah berasal
dari Produksi Persemaian PT Surya Hutani
Jaya (SRH), Sebulu.Terdapat MoU
Pengadaan Bibit antara PT. Sumalindo
Hutani Jaya (Unit II) dengan PT. Surya
Hutani Jaya (SRH). Realisasi pengadaan
bibit sejak Januari s/d September 2018
adalah sebanyak 1.339.853 batang dengan
jenis Eucalyptus sp.

Implementasi di lapangan ditemukan stok
bibit siap tanam pada kegiatan penanaman
di petak 022B zone 55pada koordinat N
0°01'32,6" E 117011'52,5".
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5) Penyiapan Lahan:

PT Sumalindo Hutani Jaya(Unit II) telah
melaksanakan kegiatan penyiapan lahan
tanpa bakar yang dapat diverifikasi pada
petak 022B zone 55pada koordinat N
0°01'32,6” E 117°11'52,5". Penyiapan
lahan tanpa bakar dengan metode
spreading dan Buka Jalur telah sesuai SOP.

6) Penanaman:

PT Sumalindo Hutani Jaya(Unit II) telah
melaksanakan kegiatan penanaman dapat
diverifikasi pada petak 022B zone 55pada
koordinat N 0°01'35,3” E 117°11'54,1".
Selain itu, diverifikasi tanaman yang telah
berumur 6 bulan dapat diverifikasi di petak
22C zone 55 pada koordinat N 0°900'59,2" E
117011'35,36"

7) Pemeliharaan tanaman :

PT Sumalindo Hutani Jaya(Unit II) telah
melaksanakan  pemeliharaan  tanaman
berupaspraying dapat ditemukan di petak
78Azone 44pada koordinat S 0°01'05,4"
117°09'40,7".

8) Pemanenan :

PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) telah
melaksanakan pemanenan yang ditemukan
dilapangan adalah pemuatan (loading) di
petak 035C1 zone 54 pada koordinat S
0°03'34,4" 117°913'26,2". Realisasi produksi
RKTUPHHK-HTI tahun 2018 (Januari sd
Oktober) dengan ketercapaian volume
15,44% dengan ketercapaian luas 16,51%.

9) Perlindungan dan Pengamanan

Hutan:
PT Sumalindo Hutani Jaya(Unit II) telah
melaksanakan perlindungan dan

pengamanan hutan sesuai dengan hasil
pemeriksaan dilapangan diantaranya :

- Patroli pengamanan hutan sesuai BA.

- Pemasangan papan himbauan dan
larangan membakar hutan

- Sosialisai  Pencegahan  Kebakaran
Hutan kepada masyaratak sesuai BA.

- Penanggulangan Hama Penyakit sesuai
tally sheet monitoring survival dan
kesehatan tanaman.
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2.3.3. D SEDANG Berdasarkan Laporan Inventarisasi TSP/PHI

Tingkat Kecukupan Potensi (Tetap) | Tahun Operasional Ukur 2017, Januari 2018

Tegakan sebelum Masak bahwa Tanaman Eucalyptus pelita di Distrik Sei

Tebang Mao memiliki rata-rata MAI sebesar 17,8
m3/ha/tahun setara dengan potensi tegakan
tanaman pada umur 5 (lima) tahun sebesar
89,00 m3/ha. Dengan demikian, masih mampu
menjamin terjadinya kelestarian pemanenan
hasil (80 - 120 m3/Ha).

2.3.4. b SEDANG Berdasarkan Laporan Bulanan Quality

Tingkat Kecukupan Potensi (Tetap) | Assurance Plantation Assessment Team (PAT)

Permudaan

Periode Januari — Desember 2017 dan Periode
Januari — November 2018 PT Sumalindo Hutani
Jaya (Unit II), didapatkan data potensi tegakan
permudaan pada umur 12 tahun dengan rata-
rata sebesar 78,8% atau masuk dalam kategori
>75%-89% dari jumlah tanaman per hektar.

Kesimpulan Indikator 2.3.

18/21 = 85,71% (BAIK)

4, Indikator No. 2.4 : Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.4.1. D BAIK Pada periode audit Penilikan Ke-4, tidak
Ketersediaan Prosedur (Tetap) terdapat perubahan/ revisi dokumen prosedur
Pemanfaatan / Pengelolaan pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah
Hutan Ramah Lingkungan lingkungan, dengan kondisi :
- SOP Reduce Impact Logging dengan nomor
dokumen SOP/SH] II/PNP-07 tanggal 12
Juni 2017 (Rev 1).
- SOP Micro Planning dengan nomor
dokumen SOP/SH] II/P-28 tanggal 1 Maret
2017.
2.4.2. D BAIK Pada  Penilikan Ke-4, tidak terdapat
. penambahan penerapan teknologi ramah
Penerapan Teknologi Ramah (Tetap) lingkungan. Adapun kegiatan vyang telah

Lingkungan

dilaksanakan oleh PT Sumalindo Hutani Jaya

(Unit II) diantaranya :

1. Penerapan implementasi micro planning
pada tahap perencanaan menggunakan
aplikasi software GIS, dapat diverifikasi
pelaksaan micro planning di petak 45D1
Zone 54.

2. Uji Pupuk Organik dan Aplikasi jamur
Trichoderma sehingga dapat mengurangi
penggunaan an-organik (kimia).

3. Pembuatan parit drainase dengan sistem
mounding.
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Disamping itu, secara umum PT Sumalindo
Hutani Jaya (Unit II) telah melaksanakan
tahapan kegiatan operasional sesuai dengan
SOP reduce impact logging sehingga tercapai
produktifitas lahan dan kualitas lingkungan
hidup sesui dengan daya dukung lingkungan,
mulai dari kegiatan persiapan peralatan dan
material, persiapan penebangan, pelaksanaan
produksi, keselamatan dan kesehatan kerja
(K3), lingkungan, dan pendokumentasian
dokumen sah kayu.

2.4.3.

Limbah Pemanfaatan Hutan
Minimal

CD

BAIK
(Tetap)

Berdasarkan Summary Wood Loss Assesment
pada Periode Desember 2017 - September
2018, didapatkan nilai konversi sebesar 0,09
m3/Ha (<0,3 m3/ha). Dengan demikian,
diketahui bahwa Limbah Pemanfaatan Hasil
Hutan pada PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II)
minimal.

Kesimpulan Indikator 2.4.

15/15 = 100,00% (BAIK)

5. Indikator No. 2.5

Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan /

Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya

NOM(‘)IERI;‘;?E';UDUL BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.5.1. CcD BAIK PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) memiliki
Keberadaan Dokumen Rencana (Tetap) RKTUPHHK-HTL yang disahkan secara self
Kerja Jangka Pendek (RKT) app_rO\_/aI secara lengkap (sglama periode waktu
. penilaian) dan telah disusun berdasarkan
yang Disusun Berdasarkan RKUPHHK-HTI, diantaranya :

Rencana Kerja Jangka Panjang - RKTUPHHK-HTI Tahun 2017, disahkan oleh
(RKU) dan Disahkan Sesuai Direktur Utama PT. Sumalindo Hutani Jaya
Peraturan yang Berlaku (Dinas (Unit II) melalui SK. Nomor : SK.004/RKT-
Prov, self approval) SHJ II/XII/2016 tanggal 15 Desember 2017

beserta peta lampirannya.
- RKTUPHHK-HTI Tahun 2018, disahkan oleh
Direktur Utama PT. Sumalindo Hutani Jaya
(Unit II) melalui SK Nomor : SK.001/RKT-
SH] II/1/2018 tanggal 19 Januari 2018

beserta peta lampirannya.
2.5.2. D SEDANG | PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) memiliki
Kesesuaian Peta Kerja dalam (Turun) | Peta Kerja Rencang Jangkg Pendgk dan
Rencana Jangka Pendek i{erllc?jna Ja?glra Pgn]ang, berikut hasil telaah

erhadap peta lampirannya :

g::;;aanngRencana Jangka - Pada lampiran peta RKUPHHK-HTI Periode
Tahun 2018 — 2027 PT Sumalindo Hutani
Jaya (Unit II) skala 1:100.000 secara rinci
menggambarkan  areal yang boleh
ditebang/ dipaen/ dimanfaatkan/ ditanam/
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dipelihara beserta kawasan lindung berupa
Sempadan Sungai, Kawasan Pelestarian
Plasma Nutfah, Buffer Zone HL, Konservasi
Tanah, Lereng E dan Mata Air.

- Pada lampiran peta RKTUPHHK-HTI Tahun
2018 PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II)
secara rinci menggambarkan areal yang
boleh ditebang/ dipaen/ dimanfaatkan/
ditanam/ dipelihara beserta kawasan
lindung berupa Sempadan  Sungai,
Konservasi Tanah, Lereng E dan Mata Air.
Namun demikian, terdapat kawasan
lindung yang belum tergambarkan
seluruhnya vyaitu Kawasan Pelestarian
Plasma Nutfah dan Buffer Zone HL.

Dengan demikian, telah terdapat peta kerja

RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 yang

menggambarkan areal yang boleh ditebang/

dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara
beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan
lindung tetapi belum seluruhnya sesuai dengan

Peta RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2018 -

2027.

2.5.3. D BAIK Terdapat implementasi peta kerja berupa
Implementasi Peta Kerja Berupa (Tetap) | penandaan di lapangan yaitu batas blok dan
Penandaan Batas Blok Tebangan / petak yang akan ditebang dan kawasan
Dipanen / Dimanfaatkan / Ditanam lindung. Kesesuaian lokasi antara data di peta
/ Dipelihara beserta Areal yang dengan  dilapangan  diverifikasi  dengan
Ditetapkan sebagai Kawasan menggunakan bantuan sofware PDF Maps.

Lindung (untuk Konservasi/ buffer Pemeriksaan lapangan dapat ditemukan tanda
Zone| pelesta-tian plasma batas blok dan petak Tebangan RKTUPHHK-HTI

nutfahfreligi/budaya/sarana tahun 2018, serta kawasan lindung
prasarana dan Penelitian & diantaranya:

Pengembangan
9 gan) - Penandaan blok berupa Plang RKTUPHHK-

HTI Tahun 2018 dapat ditemukan di Petak
11b zone 55 pada koordinat N 00°0028,9"
E 117011'13,4” lokasinya sesuai dengan
peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2018.

- Penandaan petak berupa Patok Petak 11 B
zone 55 pada koordinat N 00°0028,7" E
117011'13,4" lokasinya sesuai dengan peta
RKTUPHHK-HTI Tahun 2018.

- Penandaan petak berupa Patok Petak 35
C1 zone 54 pada koordinat S 00°03'34,43"
E 11701326,21" lokasinya sesuai dengan
peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2018.

- Kawasan Lindung berupa Sempadan Sungai
yaitu Sempadan Sungai Tabor pada
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koordinat S 00°01'56,55” E 117°10'42,29"
lokasinya sesuai dengan peta RKTUPHHK-
HTI Tahun 2018

Dengan demikian dapat diverifikasi bahwa telah
terdapat implementasi peta kerja berupa
penandaan pada batas blok tebangan/ dipanen/
dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal
yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.

2.5.4. D | SEDANG | poalisasi volume produksi RKTUPHHK-HTI
Kesesuaian Lokasi, Luas, (Tetap) | tahun 2017 tercapai  33,79%  dengan
Kelompok Jenis dan Volume ketercapaian luas 29,58% dan Realisasi
Panen dengan Dokumen produksi RKTUPHHK-HTI tahun 2018 (Januari
Rencana Jangka Pendek sd Oktober) dengan ketercapaian volume
15,44% dengan ketercapaian luas 16,51%.
Dengan demikian, realisasi volume tebangan <
70% dari rencana tebangan tahunan dan lokasi
sesuai dengan RKTUPHHK-HTI yang disahkan.

Kesimpulan Indikator 2.5. 17 /21 = 80,95 % (BAIK)

6. Indikator No. 2.6 : Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-
investasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam Pengelolaan
Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan
Kemampuan Sumber daya Manusia

NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER BOBOT | NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.6.1. CcD SEDANG | Berdasarkan Laporan Keuangan Beserta
Kondisi Kesehatan Finansial (Tetap) Laporan Auditor Independen per 31 Desember

2017 PT. Sumalindo Hutani Jaya yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa &
Rekan melalui surat Nomor
AD18/P.TY/03.22.06 tanggal 22 Maret 2018
didapatkan kondisi finansilal  perusahaan
sebagai berikut :

1. Nilai Likuiditas keuangan perusahaan tahun
2017 adalah sebesar 37,62 % (<100%)

2. Nilai solvabilitas keuangan perusahaan tahun
2017 sebesar 137,63% (100-150%)

3. Pada tahun 2017perusahan mengalami
kerugian atau nilai rentabilitas bernilai
negatif.

4. Opini  Auditor : Laporan Keuangan
menyajikan secara wajar, dalam semua hal
yang material, posisi keuangan PT.
Sumalindo Hutani Jaya per tanggal 31
Desember 2017, serta kinerja keuangan dan
arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada
tanggal tersebut, sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan di Indonesia
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2.6.2. D BAIK Berdasarkan Financial  highlight 2012-2017
Realisasi Alokasi Dana Yang (Tetap) | (Audited) diketahui bahwa  biaya kegiatan
Cukup berdasarkan laporan pembangunan HTI tahun 2017 dengan rencana
penatausahaan keuangan yang angge!ran_ sebesar Rp. 35.927.000.000,-, telah
dibuat sesuai dengan Pedoman tereaI|s:_:15| sebesar Rp. _34.625.000.000 atau
Pelaporan Keuangan tercapai 96% (>80%) dari yang seharusnya.
Pemanfaaran Hutan Produksi
(yang telah diaudit oleh
akuntan publik)
2.63. cb BURUK' | Berdasarkan telaah terhadap rincian anggaran
Realisasi Alokasi Dana Yang (Turun) | dan realisasi biaya pembangunan HTI bahwa
Proporsional alokasi dana untuk seluruh bidang pada tahun
2017 tidak proporsional. Ketercapaian kegiatan
tertinggi adalah Pengadaan Bibit sebesar 118%
dan ketercapaian terkecil adalah kegiatan
Pendidikan dan Latihan (Diklat) sebesar 22%
atau terdapat perbedaan sebesar 96% (>50%).
2.6.4. CcDh SEDANG | Berdasarkan rincian arus kas tahun 2017
Realisasi Pendanaan Yang (Tetap) walaupun menunjukkan saldo kas akhir tahun
adalah negatif dan kondisi keuangan mengalami
Lancar kerugian, namun pemenuhan akan kebutuhan
dana operasional dari 10 pokok kegiatan
tercapai 98% (>80%). Hasil wawancara dengan
beberapa karyawan bahwa untuk masalah gaji
tidak ada masalah. Hal ini menunjukkan bahwa
realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis
lancar.
Namun demikian, di lihat dari realisasi kegiatan
operasianal terdapat kegiatan operasional di
lapangan tidak sesuai dengan tata waktunya
terlihat dari adanya carry over RKTUPHHK-HTI
tahun 2017 pada RKTUPHHK-HTI tahun 2018.
2.6.5. b SEDANG Pada periode Penilikan Ke-4, modal yang
Modal yang Ditanamkan (Tetap) | ditanamkan (kembali) ke Hutanberdasarkan
(kembali) Ke Hutan neraca tanaman per 05 Oktober 2018 tercapai
areal tanam adalah seluas 10.587,50 Ha dan
dengan luasan nett areal efektif sebesar
12.445,7 Ha maka modal yang ditanamkan
tercapai 85,07%atau >80%, namun belum
seluruhnya.
2.6.6. D BURUK Pada periode Penilikan Ke-4, PT Sumalindo
Realisasi Kegiatan Fisik (Tetap) | Hutani Jaya (Unit II) telah merealisasikan
Penanaman/ Pembinaan Hutan penanaman yaitu :
- RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 pada tanaman
pokok dari rencana 3.849 Ha tercapai
seluas 1.982,11 Ha atau tercapai 51,50%.
- RKTUPHHK-HTI tahun 2018 pada tanaman
pokok dari rencana seluas 4.840 Ha dimana
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pada bulan september (9bulan) seharusnya
telah terealisasi seluas 3.630 Ha. Namun
demikian, baru terealisasi tanaman pokok
sebesar 1.054,9 Ha atau 29,06%.

Diketahui, rata-rata realisasi kegiatan fisik
penanaman tanaman pokok sebesar 40,28% (<
50% dari yang seharusnya).

Tidak terdapat realisasi fisik penanaman
Tanaman Kehidupan seperti yang direncanakan
pada RKUPHHK-HTI.

Kesimpulan Indikator 2.6. 13/21 = 61,90 % (SEDANG)

C. KRITERIA EKOLOGI

1. Indikator No. 3.1 : Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap
Tipe Hutan
NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.1 D BAIK | Berdasarkan RKU PT SHJ II tahun 2017, maka
Luasan kawasan dilindungi (Naik) | PT SHI II telah mengalokasikan luasan areal

menjadi kawasan lindung seluas 18.023 ha,
dengan kondisi biofisik sesuai peruntukannya
sebagai kawasan lindung. Jenis KL yang ada
yaitu KPPN, KPSL< sempadan sungai, buffer
zone HL, konservasi tanah, lereng E, dan Mata

air.
3.1.2 D SEDANG | Penataan KL baru mencapai 77,11%. Penataan
Penataan kawasan dilindungi (Tetap) | di lapangan yaitu berupa pemasangan papan
(persentase yang telah informasi, [emasangan tanda batas KL (seng
ditandai, tanda batas dikenali) dan polet batas). Penataan berupa batas

rintisan KL tidak ditemukan. Selain itu, masih
terdapat KL berupa KPPN yang sangat minim
penataan tetapi gangguan sangat tinggi yaitu
KPPN di sekitar Desa Kerta Buana (0°17'23,5"
LS dan 117°10°05,9"” BT).

3.1.3 D BAIK - Berdasarkan hasil analisis tutupan lahan
Kondisi penutupan kawasan (Tetap) pada peta citra Landsat 8 OLI Band 8 Path
dilindungi 116 Row 60 tanggal 7 April 2018 dan Path

116 Row 60 tanggal 18 Feb 2018, skala 1 :
50.000 maka areal KL PT SHJ II yang
berhutan mencapai 15.567 ha (86,37%).

- Terdapat bukti realisasi kegiatan rehabilitasi
pada sebagian areal KL yang berupa non

hutan.
3.1.4 CD SEDANG | Terdapat sebgain (< 50%) para pihak yang
Pengakuan para pihak (Tetap) | Mengakui terhadap keberadaan KL di PT SHJ II.

Para pihak tersebut yaitu masyarakat Desa
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terhadap kawasan dilindungi Santan ulu dan Desa Segihan.

3.1.5 D SEDANG | Telah tersedia laporan pengelolaan KLtetapi

Laporan pengelolaan kawasan (Tetap) | belum mencakup seluruh jenis KL yang ada,

lindung hasil tata ruang terutama puffer zone HL, mata air, KPPN, dan

areal/land scaping sesuai konservasi tanah.

RKL/RPL dan/atau tata ruang

yang ada di dalam RKU

Kesimpulan Indikator 3.1. 22/27 = 81,27 (BAIK)

2. Indikator No. 3.2 : Perlindungan dan pengamanan hutan
NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER BOBOT | NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

3.2.1 D BAIK - PT. SHJ (Unit-II) telah memiliki beberapa

Ketersediaan prosedur (Tetap) SOP terkait p_erlindungan dan_ pengamanan

perlindungan yang sesuai hutan, seperti (a) SOI_D_ Perllndungan_ dan

dengan jenis-jenis gangguan Pengamanan Hutan (revisi ke-1_, tgl terbit 01-

yang ada 03-2017), (b) SOP pengendalian kebakaran
hutan, tgl terbit 01-03-201, (c) SOP
kesiapsiagaan dan tanggap darurat, tgl terbit
09-03-2017, dan (d) SOP pengelolaan KL, tgl
terbit 01-03-2017.

- Khusus untuk SOP Perlindungan dan
Pengamanan Hutan (revisi ke-1, tgl terbit 01-
03-2017), belum membahas secara jelas
jenis-jenis gangguan seperti perambahan
hutan, penebangan liar, dan/atau peladang
liar

3.2.2 D SEDANG | PT. SH] II telah memiliki sarana prasarana
erlindungan gangguan hutan yang berfungsi
Sara_ma prasarana (Tetap) gengan bgik getagigjumlah danyjengi]snya be?um
perlindungan gangguan hutan seluruhnya sesuai dengan P.32/2016. Seperti
sarana DAMAKARHUTLA maka secara jenis
mencapai 90,74% sedangkan secara jumlah

yaitu 59,77%.

3.2.3 D SEDANG | - PT SHJ] II telah memiliki personil perlidungan

SDM perlindungan hutan (Tetap) hutan, yakni regu security yang ditangani
oleh PT. SOS dan REgu Inti DAMKARHUT
(Regu Pemadam Kebakaran= RPK) yang
merupakan bagian dari struktur organisasi
perusahaan.

- Regu security belum ada yang memiliki
sertifikat atau bukti yang sah terkait
kompetensi pengamanan hutan.

- Regu inti DAMKARHUT terdiri dari 4 regu inti
(sesuai dengan P.32/2016) tetapi anggota
yang telah mengikuti pelatihan DAMKARHUT
baru 23 orang dari total 60 orang tersebut,
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sehingga persentase kompetensi anggota
regu tersebut baru mencapai 38,33%.
3.2.4 PT SHI II telah mengimplementasikan kegiatan
Implementasi perlindungan D BAIK | Perlindungan  gangguan  hutan  dengan
gangguan hutan (preemptif/ (Tetap) mempertimbangkan jenis-jenis gangguan yang
preventif/ represif) ada melalui tindakan preemptif/preventit/
represif

Kesimpulan Indikator 3.2.

20/24 = 83,33% (BAIK)

3. Indikator No. 3.3. : Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat
Pemanfaatan Hutan
NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER BOBOT | NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3.1 D SEDANG | - Telah tersedia sejumlah prosedur
Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak
pengelolaan dan pemantauan terhadap tanah dan air tetapi belum
dampak terhadap tanah & air sepenuhnya sesuai dengan  dokumen
perencanaan dan/atau peraturan yang
berlaku.
- PT. SHJ (Unit-II) belum memiliki SOP terkait
konservasi tanah dan air pada lokasi
Tpn/TPK atau konservasi pada tebing sungai
3.3.2 D SEDANG | PT SHJ II telah memiliki sarana pengelolaan
Sarana pengelolaan dan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan
pemantauan dampak terhadap air tetapi secara kualifikasi baru mencapai
tanah dan air (40+150+0)/240 x 100%= 79,17%. Sarana
yang kurang berfungsi dengan baik yaitu
jebakan erosi, bak pemantau erosi, tempat
penampungan sampah akhir, dan belum ada
SPAS.
3.3.3 D BAIK

SDM pengelolaan dan
pemantauan dampak terhadap
tanah dan air

Daftar ganis Ganis PHPL BINHUT PT SHJ II
hingga 30 Juli 2018 yaitu:

1. Gatot Subarjo (No. SK.395/BPHP.XI-
3/2017) berlaku hingga 2020

2. Supardi (No. SK.637/BPHP.XI-3/2017)
berlaku hingga 2020

3. Djehari (No. SK.636/BPHP.XI-3/2017)
berlaku hingga 2020

4. Adi Heriyanto, SP (No. SK.359/BPHP.XI-
3/2016) berlaku hingga 2019

5. Firman Alamsyah Sagala, SHUT (No.
SK.364/BPHP.XI-3/2016) berlaku hingga
2019

6. Randy Juniandrika (No. SK.372/BPHP.XI-
3/2018) berlaku hingga 2019

Berdasarkan hal tersebut maka di PT SHJ II
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telah tersedia jumlah dan kualifikasi personil
pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap
tanah dan air yang memadai sesuai dengan
ketentuan (Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-
IPHH/2015).

3.3.4 D SEDANG | PT SH] memiliki beberapa rencana pengelolaan
dampak terhadap tanah dan air. dari
perencanaan yang ada maka terdapat beberapa
rencana yang diimplementasikan belum sesuai
) dengan ketentuan, seperti pembangunan dan
vegetatif) penggunaan tempat pembuangan sampah akhir
(TPS), tong sampah, , silt trap, jebakan
sedimen di pinggir jalan. Bahkan terdapat
rencana yang belum diimplementasikan seperti
penanaman di areal >40%.
3.3.5 D SEDANG | Terdapat dokumen perencanaan pemantauan
Rencana dan implementasi dampak terhadap tanah dan air tetapi hanya
sebagian (minimal 50%) yang
pemantauan dampak terhadap diimplementasikan oleh PT SHJ II . Perncanaan
tanah dan air yang belum diimplementasikan yaitu
pemantauan laju erosi di kiri dan kanan jalan.
Sedangkan perencanaan yang telah
diimplementasikan tapi belum seluruhnya sesuai
ketentuan pemantauan erosi pada lokasi
pembukaan wilayah hutan, wilayah penanaman,
wilayah pemeliharaan, dan wilayah pemanenan.
3.3.6 D SEDANG | Terdapat indikasi dampak terhadap tanah dan
air si PT SH] II, yaitu erosi pada kiri kanan
jalan, seimentasi pada embung air dan/atau
air sungai, serta terdapat proses pembuangan
sampah cair (domestik) secara langsung pada
tanah/badan air.
Adanya dampak tersebut disertai juga dengan
adanya upaya yang dilakukan PT SHJ II. Upaya
tersebut seperti pengadaan TPA, pembuatan
ruangan khusus B3, pembuatan water
threatment, pengerasan jalan, dan pembuatan
jembatan pada tiap badan sungai yang terlewati
jalan produksi.

Kesimpulan Indikator 3.3. 26/36 = 72,22% (SEDANG)

Rencana dan implementasi
pengelolaan dampak terhadap
tanah dan air (teknis sipil dan

Dampak terhadap tanah dan

4. Indikator No. 3.4 : Identifikasi Species Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka
(endangered), Jarang (rare), Terancam Punah (threatened) dan
Endemik

NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

3.4.1 D BAIK - PT. SH) (Unit-II) telah memiliki prosedur
identifikasi untuk flora, revisi terakhir adalah
revisi ke-2 dengan tanggal terbit 05-11-2018.

BOBOT | NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Ketersediaan prosedur
identifikasi flora dan fauna
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yang dilindungi dan/atau - PT. SH) (Unit-II) telah memiliki prosedur

langka, jarang, terancam identifikasi untuk fauna, revisi terakhir adalah

punah dan endemik mengacu revisi ke-2 dengan tanggal terbit 05-11-2018.

pada perundangan/ peraturan - SOP Identifikasi jenis fauna secara eksplisit

yang berlaku sudah merujuk ke PP No.7/1999, PermenLHK
P.92 Tahun 2018, IUCN Redlist dan Appendix
CITES.

- SOP Identifikasi flora secara eksplisit sudah
merujuk ke PP No.7/1999, PermenLHK P.92
Tahun 2018 dan Appendix CITES, dan IUCN
Redlist.

BOBOT | NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

SOP yang ada sudah memaparkan upaya untuk
mengetahui tempat hidup flora dilindungi,
dan/atau jarang, langka, terancam punah, dan
endemik

3.4.2 D BAIK - PT. SH] (Unit-II) telah memiliki

Implementasi kegiatan rekaman beberapa dokumen terkait

identifikasi hasil kegiatan identifikasi flora dan
fauna dilindungi dari tahun 1996
(dokumen Amdal), tahun 2012, sampai
dokumen HCV Assessment Report PT. SHJ]
(Unit-IT) tahun 2013 dan 2014, tahun 2015
(Laporan monitoring analisis satwa dan
vegetasi di kawasan produksi dan kawasan
lindung), dan terakhir tahun 2016 berupa
Laporan Biodiversity (Flora dan Fauna) PT.
SHJ (Unit-I1).

- Hasil identifikasi flora dan fauna yang
dilindungi telah dirinci berdasarkan status
perlindungannya menurut peraturan yang
berlaku PP 7/1999 dan Permen LHK P.92
Tahun 2018 tingkat kerawanannya menurut
RedList IUCN, dan aturan perdagangannya
menurut Appendix CITES.

Kesimpulan Indikator 3.4. 12/12 = 100,00% (BAIK)
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5. Indikator No. 3.5 : Pengelolaan Flora untuk:
a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan
bagian yang tidak rusak
b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang,
langka dan terancam punah dan endemik

NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER BOBOT | NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.5.1 D BAIK PT. SH] (Unit-II) telah memiliki beberapa
Ketersedian prosedur pengelo- prosedur yakni terkait pengelolaan flora
dilindungi.

laan flora yang dilindungi
mengacu pada peraturan
perundangan yang berlaku

Pada periode Penilikan ke-4, PT SH] II telah
melakukan Revisi ke-2 SOP Identifikasi Jenis
Flora yang diterbitkan pada 05-11-2018 yang
telah mengacu pada PermenLHK P.92/2018
tentang perubahan atas P.20/2018 tentang
Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi.

3.5.2 D BAIK PT. SH] (Unit-II) telah melakukan
Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan semua
pengelolaan flora sesuai bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan flora
dengan yangdirencanakan yang ada didalam SOP, seperti kegiatan

identifikasi, perlindungan habitat yang sudah
dialokasikan  sebagai  kawasan  lindung,
penanaman pengayaan/rehabilitasi kawasan
lindung yang mempunyai tutupan lahan kurang
baik atau terdegradasi, dan pengelolaan
kawasan lindung lainnya serta implementasi
pengelolaan areal HCV

3.5.3 D SEDANG | Terdapat gangguan terhadap jenis flora

Kondisi spesies flora dilindungi dilindungi. Hal tersebut terbukti dengan adanya
dan/atau jarang, langka dan aktifitas penebangan pohon pada areal KPPN
terancam punah dan endemik yang terletak di sekitar Desa Kertajaya.
Kesimpulan Indikator 3.5. 16/18 = 88,89% (BAIK)

6. Indikator No. 3.6 : Pengelolaan Fauna untuk:
a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan
bagian yang tidak rusak
b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang,
langka dan terancam punah dan endemik

NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER BOBOT | NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.6.1 D BAIK PT. SH] (Unit-II) telah memiliki beberapa
Ketersedian prosedur prosedur vyakni terkait pengelolaan fauna
pengelolaan fauna yang dilindungi
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dilindungi mengacu pada
peraturan perundangan yang
berlaku, dan tercakup
kegiatan perencanaan,
pelaksana, kegiatan, dan
pemantauan)

Pada periode Penilikan ke-4, PT SH] II telah
melakukan Revisi ke-2 SOP Identifikasi Jenis
Fauna yang diterbitkan pada 05-11-2018 yang
telah mengacu pada PermenLHK P.92/2018
tentang perubahan atas P.20/2018 tentang
Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi.

3.6.2

Realisasi pelaksanaan
kegiatan pengelolaan fauna
sesuai dengan yang
direncanakan

BAIK

- PT. SHJ (UNIT-II) telah melakukan
pengelolaan fauna sesuai dengan
semua bentuk-bentuk kegiatan penge-
lolaan fauna yang ada di dalam SOP,
seperti kegiatan identifikasi, perlindungan
habitat yang sudah dialokasikan sebagai
kawasan lindung, penanaman
pengayaan/rehabilitasi kawasan lindung dari
jenis-jenis flora yang dapat dimanfaatkan
sebagai pakan satwa seperti kemiri, johar,
atau jenis lainnya, dan pengelolaan kawasan
lindung lainnya serta implementasi
pengelolaan areal HCV.

- Secara khusus, PT. SH] (Unit-II) juga telah
melakukan pengelolaan yang lebih intensif
terhadap Orang utan dengan bekerjasama
dengan PT.SRH bekerjasama dengan
Ecositrop Unmul, dan PPHT (Pusat Penelitian
Hutan Tropis), yang meliputi survei populasi
Orangutan yang dimulai pada tahun 2006,
dilanjutkan dengan design koridor dan
kawasan konservasi tahun 2009/2010,
penyusunan  dokumen evaluasi dan
monitoring (2011 dan 2012), Conservation
Management Plan (CCMP) dan Best
Managemet Plractice (BMP).

- Terdapat undangan dari Kemen LHK, Dirjen
KSDA dan Ekosistem, BKSDA Kaltim yang
ditujukan kepada para pihak pemangku,
termasuk didalamnya PT. SHJ (Unit-II)
tertanggal 8 November 2017, dalam rangka
Penyusunan Strategi dan Rencana Aksi
Konservasi (SRAK) Orangutan Indonesia
tahun 2017-2027 untuk regional Kaltim,
sehubungan dengan berakhirnya periode
pelaksanaan Strategi dan Rencana Aksi
Konservasi (SRAK) Orangutan Indonesia
periode 207-2017.

3.6.3

Kondisi species fauna
dilindungi dan/atau jarang,
langka dan terancam punah

SEDANG

Terdapat gangguang terhadap habitat fauna
dilindungi seperti habitat orangutan. Gangguan
berupa semakin berkurangnya wilayah jelajah
orangutan dan semakin berkurangnya jumlah
pakan. Selain itu, terjadi juga gangguan berupa
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dan endemik semakin berkurangnya mata air. Gangguan
tersebut dialami juga untuk jenis fauna
dilindungi lainnya, seperti beberapa jenis elang,
dan fauna dilindungi lainnya.

Upaya yang dilakukan oleh PT SHJ II terhadap
gangguan tersebut yaitu relokasi orangutan
serta tidak melakukan perburuan terhadap
orangutan. Pengelolaan baru terpusat pada
jenis fauna dilindungi yaitu orangutan,
sedangkan belum dilakukan secara intensif
pada jenis-jenis fauna dilindungi lainnya.

BOBOT | NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kesimpulan Indikator 3.6. 16/18 = 88,89 (BAIK)

D. KRITERIA SOSIAL

1. Indikator No. 4.1 : Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin
dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat
setempat.

NOMOR DAN JUDUL

VERIFIER BOBOT | NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.1. D BAIK PT SHJ II memiliki dokumen yang lengkap
Ketersediaan (Tetap) | terkait pola penguasaan dan pemanfaatan
dokumen/laporan mengenai SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar
pola penguasaan dan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat
pemanfaatan SDA/SDH setempat tertuang dalam dokumen :
setempat, identifikasi hak-hak 1. Survey Baseline and Social Foot Print Study
dasar masyarakat hukum adat PT SH] II
dan/atau masyarakat 2. Laporan Kajian Kekinian Aspek Sosial
setempat, dan rencana (Social Mapping) PT SHJ II
pemanfaatan SDH oleh 3. HCVF Assesment Report PT SHJ II.
pemegang izin. 4. Laporan Monitoring & Evaluasi Kegiatan

Identifikasi Hak-hak Masyarakat di sekitar
PT SH] II ( 23 Maret 2016).

5. Dokumen final ISFMP PT SHJ II (Tahun
2016)

6. Peta Sebaran Desa PT SH] II

7. Peta Administrasi Desa PT SHJ II Distrik
Sei Mao

8. Data Identifikasi HHBK Community Tahun
2018

9. Laporan Pengelolaan Kegiatan
Pemanfaatan HHBK yang digunakan warga
masyarakat tahun 2018 PT SHJ II

10. Laporan RKL/RPL Aspek Sosial PT SHJ II
Tahun 2017

11. RKUPHHK-HT PT SH1J II Periode Tahun
2018 — 2027

12. RKTUPHHK-HT PT SHJ II Tahun 2018

13. Project Plan Community Development PT
SHJ IT Tahun 2018.
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14. Rencana Kerja Kelola Sosial (CD CSR)
Periode Tahun 2018

Sedangkan rencana pemanfaatan SDH PT SHJ
II dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HT
Periode Tahun 2018 — 2027, RKTUPHHK tahun
2018 dan dibidang kelola sosial telah
menyusun Project Plan Community
Development tahun 2018 dilengkapi dengan
Rencana Kerja Kelola Sosial (CD CSR) PT SHJ II
Periode Tahun 2018

4.1.2.

Tersedia mekanisme
pembuatan batas /rekon-
struksi batas kawasan secara
partisipatif dan penyelesaian
konflik batas kawasan

BAIK
(Tetap)

PT SHJ] II memiliki mekanisme penataan batas
/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif
dan penyelesaian konflik batas kawasan yang
disepakati para pihak yang lengkap dan jelas,
tertuang dalam  SOP Pemetaan Partisipatif
(SOP/SH] 1I/FP-009) Rev.l tanggal terbit 1
Maret 2017, SOP Penyelesaian Konflik Lahan
(SOP/SH] 1I/FP-07) Rev.2 tanggal terbit 27
Nopember 2017, SOP Penyelesaian Tumpang
Tindih di areal kerja IUPHHK HTI (SOP/SHJ]
II/FP-08) Rev.1 tanggal terbit 1 Maret 2017
dan SOP Prosedur FPIC/Padiatapa (SOP/SHJ]
II/FP-010) Rev.I tanggal 1 Maret 2017.

Dokumen tersebut telah disepakati masyarakat
yang dibuktikan dengan adanya proses
pembuatan batas secara partisipatif serta
proses penyelesaian konflik dengan masyarakat
sekitar.

4.1.3.

Tersedia mekanisme
pengakuan hak-hak dasar
masyarakat hukum adat dan
masyarakat setempat dalam
perencanaan pemanfaatan
SDH

SEDANG
(Tetap)

PT SHJ II memiliki mekanisme yang lengkap
dan legal terkait pengakuan hak-hak dasar
masyarakat hukum adat dan masyarakat
setempat dalam perencanaan pemanfaatan
SDH yang tertuang dalam SOP Studi Data
Dasar, SOP Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK),
SOP FPIC/Padiatapa, SOP Identifikasi Hak-Hak
Masyarakat Adat dan SOP Studi Dampak Sosial
(SDS).

Hasil telaahan terhadap SOP Studi Dampak
Sosial (SDS) referensinya masih
mempergunakan Permen LHK P.95 Tahun 2014
dan Perdirjen PHPL P. 14 tahun 2014 yang
telah di cabut dan belum mengacu pada
Permen LHK P.30 tahun 2016 dan Perdirjen
PHPL P.14 tahun 2016 (padahal revisinya
diterbitkan tanggal 1 Maret 2017).

Terdapat ketidakkonsistenan dalam penulisan
nomor SOP, pada SOP HHBK ada yang
menggunakan 3 digit ada yang 2 digit serta
tanggal terbit SOP tidak sama pada halaman 1
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dan halaman berikutnya.

4.1.4.

Terdapat batas yang
memisahkan secara tegas
antara kawasan/areal kerja
unit manajemen dengan
kawasan kehidupan
masyarakat.

SEDANG
(Tetap)

Secara administrasi areal PT SHJ] II berada di
Kabupaten Kutai Kertanegara dan 4 Kecamatan
yaitu Kec. Sebulu, Tenggarong Seberang,
Muara Badak dan Marang Kayu.

Pada periode Penilikan ke-4 Tahun 2018,
dokumen PT SH] II terkait batas yang
memisahkan secara tegas antara kawasan/areal
kerja unit manajemen dengan kawasan
kehidupan masyarakat sama seperti pada
Penilikan ke-3 dan tidak terdapat tambahan
dokumen baru, dokumen yang ada antara lain :

1. Peta Identifikasi Areal Bermasalah PT SHJ II
Distrik Sei Mao Skala 1: 50.000, pada peta
ini terdapat informasi mengenai klaim lahan
di areal PT SHJ II terdapat 18 kasus.

2. Terdapat Nota Kesepahaman (MoU) tentang
Alokasi Areal Tanaman Kehidupan antara PT
SH] II dengan Kelompok Tani Ijam Cs.
Dengan Kesepakatan Nomor
011/MoU/HTI.Sei Mao/ TK-KT-SGH/X1/2016
tanggal 24 Nopember 2016 dan telah
dilakukan pengukuran dan penandaan batas
dilapangan (batas dilapangan berupa sekat
jalan)

3. Hasil Pemetaan Konflik PT SH] II yang
dibuat tanggal 25 Oktober 2018 (
merupakan Up dating areal klaim di PT SHJ
1)

Berdasarkan bukti-bukti yang ada dan hasil
observasi lapangan, PT SH] II memiliki
sebagian bukti terkait luas dan batas yang
memisahkan secara tegas antara areal kerja
perusahaan dengan kawasan pemanfaatan oleh
masyarakat setempat.

4.1.5.

Terdapat persetujuan para
pihak atas luas dan batas
areal kerja IUPHHK/KPH

BAIK
(Tetap)

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya
PT SH] II telah mendapat persetujuan dan
dukungan dari para pihak (dalam hal ini
pemerintah pusat, pemerintah daerah dan
masyarakat sekitar areal) yang dibuktikan
dengan masih  berlangsungnya kegiatan
operasional Perusahaan dan terdapat
kerjasama/ kesepakatan dengan masyarakat
sekitar yang dibuktikan dengan adanya surat
dukungan dan kesepakatan dengan masyarakat
sekitar.

Kesimpulan Indikator 4.1.

26/30 = 86,67% (BAIK)
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2. Indikator No. 4.2 : Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku.
NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.2.1. D BAIK PT SHJ II memiliki dokumen terkait tanggung
Ketersedian dokumen yang (Tetap) | jawab sosial pemegang izin sesuai dengan
menyangkut tanggung jawab peraturan perundangan yang berlaku/relevan
sosial pemegang izin sesuai tertuang dalam SK IUPHHK-HT PT SHJ II,
dengan peraturan perun- Dokumen RKUPHHK-HT PT SH] II periode
dangan yang relevan/berlaku. tahun 2018-2027, RKTUPHHK-HT PT SHJ II
tahun 2018, Project Plan  Community
Development PT SH] II tahun 2018, Laporan
PMDH PT SHJ II Semester I/II tahun 2017 dan
Semester I tahun 2018, dan Berita Acara Serah
Terima Bantuan PT SHJ] II kepada masyarakat
sekitar tahun 2017 - 2018.
Hasil telaahan terhadap dokumen yang ada, PT
SHJ II memiliki dokumen yang lengkap terkait
tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai
dengan peraturan perundangan yang
berlaku/relevan.
4.2.2. D BAIK PT. SHJ II memiliki mekanisme yang lengkap
Ketersediaan mekanisme (Tetap) | dan legal terkait pemenuhan kewajiban sosial
pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat yang dituangkan dalam :
pemegang izin terhadap 1. SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan
masyarakat (PMDH)
2. SOP Partisipasi Masyarakat dengan Pola
Kemitraan
3. SOP Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan
4. SOP Hasil Hutan Bukan Kayu
5. SOP Kelola Sosial (CSR)
6. Nota Kesepahaman antara PT SH] 1II
dengan Karang Taruna Karya Bhakti Desa
Suka Maju Kec. Tenggarong Seberang
tanggal 31 Agustus 2018 tentang Program
DMPA
4.2.3. D BAIK Berdasarkan telaahan terhadap dokumen PT
Kegiatan sosialisasi kepada (Tetap) | SH) II periode 1 tahun terakhir dan hasil
masyarakat mengenai hak dan wawancara dengan responden (wakil dari
kewajiban pemegang izin masyarakat Suka Maju dan Segihan) diperoleh
terhadap masyarakat dalam informasi bahwa masyarakat sekitar
mengelola SDH. membenarkan adanya kegiatan sosialisasi dari
PT. SH] II ke desa mereka dan PT SHJ] II
memiliki bukti terkait pelaksanaan kegiatan
sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak
dan kewajiban terhadap masyarakat dalam
mengelola Sumber Daya Hutan.
4.24. D | SEDANG | pada periode Penilikan ke-4, PT SH I memiliki
Realisasi pemenuhan (Tetap) | sebagian bukti terkait realisasi pemenuhan

tanggung jawab sosial

tanggung jawab sosial terhadap seluruh
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terhadap masyarakat masyarakat yang berada di sekitar areal
/implementasi hak-hak dasar meliputi :
masyarakat hukum adat dan 1. Bantuan Hewan Qurban Kambing ke 3
masyarakat setempat dalam Desa (Santan Ulu , Suka Maju, Segihan)
pengelolaan SDH 2. Bantuan Sarana Pendidikan (Buku Tulis) di
SDN desa Segihan dan Suka Maju
3. Bantuan Ritual Adat dan MTQ di desa
Prangat Selatan
4, Bantuan HUT RI ke 73 (Desa Santan Ulu,
Perangat Selatan, Suka Maju dan Desa
Segihan)
5. Bantuan Honor Guru desa Suka Maju dan
Segihan
6. Bantuan Program DMPA (Budidaya Ikan
Lele dan Patin) di Desa Suka Maju dan
Segihan
7. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal dan
Kontraktor Lokal
Hasil telaahan terhadap dokumen yang ada dan
hasil wawancara dengan responden (wakil
masyarakat sekitar), dapat disimpulkan bahwa
PT SH] II telah merealisasikan sebagian dari
pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap
masyarakat /implementasi hak-hak dasar
masyarakat hukum adat dan masyarakat
setempat dalam pengelolaan SDH.
4.2.5. D | SEDANG | bt sH3 11 memiiki sebagian bukti
Ketersediaan (Tetap) | laporan/dokumen terkait  pelaksanaan

laporan/dokumen terkait
pelaksanaan tanggung jawab
sosial pemegang izin termasuk
ganti rugi.

tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk
ganti rugi yang tertuang dalam Laporan PMDH
PT SH] II Semester I/II Tahun 2017
(realisasinya 16,79 %) dan Semester I Tahun
2018 (realisasinya 3,82 %), Berita Acara Serah
Terima Bantuan PT SHJ] II Tahun 2017 - 2018
dan BA Serah Terima Program Desa Makmur
Peduli Api (DMPA) di desa Suka Maju.

Berdasar hasil telaahan terhadap dokumen
yang ada dan hasil wawancara dengan petugas
bidang Kelola Sosial diperoleh informasi bahwa
pada periode Penilikan ke-4, PT SHJ] II telah
merealisasikan kegiatan terkait pelaksanaan
tanggung jawab sosial pemegang izin
termasuk ganti rugi kepada masyarakat sekitar
namun baru sebagian.

Kesimpulan Indikator 4.2.

26/30 = 86,67% (BAIK)
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Ketersediaan mekanisme

adil antar para pihak.

dan implementasi distribusi manfaat yang
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BOBOT

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

4.3.1.

Ketersediaan data dan
informasi masyarakat hukum
adat dan/atau masyarakat
setempat yang terlibat,
tergantung, terpengaruh oleh
aktivitas pengelolaan SDH

D

BAIK
(Tetap)

PT SH] II memiliki data dan informasi yang
lengkap terkait masyarakat hukum adat
dan/atau masyarakat setempat yang terlibat,
tergantung,  terpengaruh  oleh  aktivitas
pengelolaan SDH tertuang dalam beberapa
dokumen:

1. Dokumen Studi Dampak Sosial (SDS) PT
SHIII.

2. RKUPHHK- HT PT SHJ II Periode Tahun
2018 — 2027

3. Laporan RKL/RPL Aspek Sosial PT SHJ] II
Tahun 2017

4. Daftar Tenaga Kerja PT SH] II bulan
Oktober 2018 (ada 117 orang karyawan)

5. Daftar Kontraktor PT SHJ II bulan Oktober
2018 (ada 6 Kontraktor)

6. Data Masyarakat yang terlibat dalam
program DMPA PT SHJ I Tahun 2018

7. Data Identifikasi HHBK Community Tahun
2018

8. Laporan Pengelolaan Kegiatan Pemanfaatan
HHBK yang digunakan warga masyarakat
tahun 2018 PT SHJ II

9. MoU Pemanfaatan HHBK antara PT SHJ II
dengan Masyarakat Lokal ( pemanfaatan
Akar Manon dan Ikan )

4.3.2.

Ketersediaan mekanisme
peningkatan peran serta dan
aktivitas ekonomi masyarakat
hukum adat dan/atau
masyarakat setempat

SEDANG
(Tetap)

PT. SHJ II memiliki mekanisme terkait
peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat
setempat tertuang dalam SOP Pembinaan
Masyarakat Desa Hutan (PMDH), SOP
Partisipasi Masyarakat Dengan Pola Kemitraan,
SOP Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan,
SOP Hasil Hutan Bukan Kayu dan SOP Kelola
Sosial (CSR).

Hasil telaahan terhadap SOP HHBK terdapat
ketidakkonsistenan dalam penulisan nomor
SOP, ada yang menggunakan 3 digit ada yang 2
digit serta tanggal terbit antara di halaman 1
dan halaman berikutnya tidak sama.

4.3.3.

Keberadaan dokumen rencana
pemegang izin mengenai
kegiatan peningkatan peran
serta dan aktivitas ekonomi
masyarakat

SEDANG
(Tetap)

Dokumen PT SHJ II terkait rencana kegiatan
peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi
masyarakat sekitar dituangkan dalam :

1. RKUPHHK HT PT SHJ] II Periode Tahun
2018 — 2027

2. RKTUPHHK HTI PT SHJ] II Tahun 2018

3. Project Plan Community Development PT
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SHJ II Tahun 2018

Hasil verifikasi terhadap dokumen tersebut, PT
SH] II memiliki dokumen terkait rencana
kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas
ekonomi masyarakat sekitar, namun kurang
lengkap dan kurang jelas karena antara rencana
kegiatan yang ada di dalam dokumen RKUPHHK
HT PT SH] II tidak sama/sinkron dengan
rencana yang ada di RKTUPHHK-HT tahun 2018
maupun di  Project Plan  Community
Development tahun 2018 atau Rencana Kerja
Kelola Sosial (CD-CSR) Periode Tahun 2018.

4.3.4.

Implementasi kegiatan
peningkatan peran serta dan
aktivitas ekonomi masyarakat
hukum adat dan atau
masyarakat setempat oleh
pemegang izin yang tepat
sasaran

SEDANG
(Tetap)

PT SH)J 1II telah melakukan kegiatan
peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi
masyarakat hukum adat dan atau masyarakat
setempat meliputi :

1. Realisasi Kelola Sosial/PMDH PT SH] II
semester I/II tahun 2017 ( realisasi =16,79
%) dan Semester I tahun 2018 ( realisasi
=3,82 %), rata-rata = 10.30 %.

2. Realisasi Program DMPA PT SH] II Tahun
2018 sebesar 24,32 %

3. Pemanfaatan Kontraktor lokal (terdapat 2
kontraktor lokal dari total 6 kontraktor PT
SHJ II yang ada atau sebesar 33,33 %)

4. Penyerapan Tenaga Kerja Lokal, ada 96
karyawan lokal dari total 117 karyawan PT
SHJ II atau sebesar 82,05 %

Implementasi kegiatan peningkatan peran serta
dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar oleh
PT SHJ II adalah :

{10,30 + 24,32 + 33,33 + 82,05}% : 4
=150%:4 = 37,5 % (< 50 %)

4.3.5.

Keberadaan dokumen/laporan
mengenai pelaksanaan
distribusi manfaat kepada
para pihak

BAIK

Pada periode Penilikan ke-4, PT. SH] II
memiliki dokumen/laporan terkait pelaksanaan
distribusi manfaat kepada para pihak
(karyawan, kontraktor dan masyarakat) yang
lengkap dan terdokumentasi dengan baik
tertuang dalam Laporan Realisasi kegiatan
PMDH Semester I/II tahun 2017 dan Semester
I tahun 2018, Rekap Gaji Karyawan PT. SHJ II
tahun 2018 (ada 117 orang karyawan),
Pembayaran Upah Borongan pada Kontraktor
PT SH) II tahun 2018 (ada 6 Kontraktor),
Realisasi Program DMPA PT SHJ II Tahun 2018
serta Pembayaran kewajiban kepada
Pemerintah (seperti PBB, PPh, BPJS dll.)
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Kesimpulan Indikator 4.3. 24/30= 80,00% (SEDANG)

4. Indikator No. 4.4 : Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal.

NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

4.4.1. D SEDANG PT SHJ II memiliki mekanisme resolusi konflik
Tersedianya mekanisme (Turun) | yang tertuang dalam SOP Penyelesaian Konflik
resolusi konflik Lahan, SOP Penyelesaian Tumpang Tindih di
Areal Kerja IUPHHK HTI, SOP FPIC/Padiatapa
dan SOP Penanganan Keluhan/ Ketidakpuasan
(Grievance)

BOBOT | NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Hasil telaahan terhadap SOP Penanganan
Keluhan/ Ketidakpuasan (Grievance) dengan
nomor : SOP/SH] II/FP-011 Rev.l tanggal
terbit 1 Maret 2017, Referensi pada SOP
tersebut masih menggunakan Permenhut
Nomor P.95/Menhut-1I1/2014 dan Perdirjen BUK
Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 yang telah dicabut.

4.4.2. D SEDANG Pada periode Penilikan ke-4 Tahun 2018, PT
Tersedia peta konflik (Tetap) | SH) II memiliki Peta Konflik Areal yang
dituangkan dalam :

1. Laporan Akhir Pemetaan Konflik Areal (pada
tahun 2016 terdapat 18 Kasus/ Konflik
Klaim Lahan di areal PT SHJ II)

2. Hasil Pemetaan Konflk PT SH] II 25
Oktober 2018

3. Peta Areal Konflik PT SHJ II Distrik Sungai
Mao skala 1 : 300 000

Hasil telaahan terhadap Peta Identifikasi Areal
Bermasalah PT SHJ] II tahun 2016 Distrik Sei
Mao Skala 1 : 50.000 dan Peta Areal Konflik PT
SHJ II Distrik Sungai Mao skala 1 : 300 000
serta Hasil Pemetaan Konflik PT SH] II yang
dibuat 25 Oktober 2018, kasus klaim lahan di
areal PT SHJ II saat ini masih tersisa 11 kasus
klaim lahan dengan perkiraan luas klaim 3.923
Ha.

PT SHJ II telah menyusun pemetaan konflik
namun belum sesuai dengan Perdirjen PHPL
No.P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016
tentang Pedoman Pemetaan Potensi  dan
Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK
dalam Hutan Produksi.

4.4.3. D SEDANG PT SH] II memiliki organisasi/lembaga yang
Adanya kelembagaan resolusi (Tetap) | menangani Penyelesaian Konflik dan SDM yang
konflik yang didukung oleh memadai baik yang berasal dari internal
para pihak. perusahaan maupun dengan mengikutsertakan
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pihak eksternal (Muspika, Dinas terkait, Aparat
Desa dan Tokoh masyarakat sekitar areal),
selain itu pada Tahun 2018 PT SHJ II telah
menyiapkan anggaran dana penanganan
konflik untuk penyelesaian terhadap 8 kasus
klaim lahan, akan tetapi pada periode 1 tahun
terakhir masih belum ada realisasi kegiatannya.

4.4.4.

Ketersediaan dokumen proses
penyelesaian konflik yang
pernah terjadi

SEDANG
(Tetap)

Pada periode Penilikan ke-4 Tahun 2018,
terdapat tambahan dokumen PT SHJ II yang
baru terkait proses penyelesaian konflik pernah
terjadi antara lain:

1. Peta Areal Konflik PT SHJ II Distrik Sungai
Mao skala 1 : 300 000

2. Hasil Pemetaan Konflik PT SH] II pada 25
Oktober 2018

3. Kronologis Progress Penyelesaian Klaim
lahan Kelompok Ahmad Karim (BH 05) KM
24 Jalan Tambang PT MSJ] Dusun
Sepayung Desa Separi.

Berdasarkan penjelasan petugas FPD PT SHJ II
(Bpk. Eko Wahyu Nugroho) diperoleh
informasi bahwa hasil identifikasi konflik klaim
lahan pada areal PT SH] II pada tahun 2016
terdapat 18 kasus dengan perkiraan luas klaim
6.641 Ha dan setelah dilakukan pengecekan di
lapangan terdapat 5 kasus klaim lahan dengan
perkiraan luas 2.708 Ha berada diluar areal PT
SHJ II serta terdapat 2 klaim lahan (an. KT
Bina Manunggal desa Santan Ulu dan Kebun
Bpk Ijam Desa Segihan) sudah diselesaikan
pada Tahun 2016 - 2017 dengan luas 10 Ha,
hingga saat ini masih tersisa 11 kasus klaim
lahan yang ada di areal PT SH] II dengan
perkiraan luas 3.923 Ha.

Terdapat Kronologis Progress Penyelesaian
Klaim Lahan an. Kelompok Ahmad Karim (BH
05) di KM 24 Jalan Tambang PT MSJ Dusun
Sepayung Desa Separi dan BA Sosialisasi dan
Identifikasi, akan tetapi belum mencapai tahap
kesepakatan.

Kesimpulan Indikator 4.4.

16/24 = 66,67% (SEDANG)

5. Indikator No. 4.5 Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga
kerja.
NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.5.1. ] ) D BAIK PT SH] II telah merealisasikan hubungan
Adanya hubungan industrial. (Tetap) | industrial yang dibuktikan dengan terpenuhinya
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sarana hubungan industrial yang meliputi
Peraturan Kerja Bersama (PKB) PT SHJ Periode
Tahun 2016-2018 dengan masa berlaku
berakhir pada 16 Oktober 2018.

Dengan akan berakhirnya masa berlakunya PKB
tersebut telah dibuat Surat Keputusan Bersama
antara Serikat Pekerja SP Kahutindo PT SHJ
dengan Perwakilan Unit Manajemen PT SHJ
tanggal 13 Oktober 2018 terkait Kesepakatan
Perpanjangan Dokumen PKB Periode 2016-2018
selama 1 tahun kedepan (2018-2019).

Implementasinya Hubungan Industrial
dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK)
yang ditandatangani oleh pihak Perusahaan
dengan Karyawan bersangkutan pada saat
masuk kerja.

PT SH] II juga memiliki SOP Hubungan
Industrial yang mengatur hubungan antara
Perusahaan dengan karyawannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan
PT SHJ II diperoleh informasi bahwa karyawan
telah mendapatkan sosialisasi PKB pada saat
menandatangani SPK, dan Karyawan telah
mengetahui dan memahami isi dari PKB serta
Perusahaan telah merealisasikan seluruh klausul
yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Bersama
(PKB).

4.5.2. D BAIK PT SHJ II telah merealisasikan pengembangan
Adanya rencana dan realisasi (Tetap) | kompetensi karyawannya melalui pelatihan in
pengembangan kompetensi house dan ex house training, pada tahun 2018
tenaga kerja. PT SH) II merencanakan Pelatihan/Training
terhadap karyawannya sebanyak 136 orang dan
hingga bulan Oktober 2018 telah terealisasi
sebanyak 216 orang atau sebesar 160 %, serta
realisasi Topiknya pelatihan 100 % dan Batch
mencapai 224 %.

Sedang dalam pemenuhan Ganis PHPL PT SHJ II
memiliki 20 orang GANISPHPL terdiri dari
Kurpet = 2, Canhut = 4, Nenhut = 3, Binhut = 6
dan PKB-R = 5 dan telah memenuhi
ketentuan Perdirjen PHPL No. P.16 tahun 2015.
(terdapat kelebihan Ganis Binhut 1 orang dan
Kurpet 1 orang).

4.3.3. D BAIK PT SHJ II memiliki dokumen standart jenjang
Dokumen standar jenjang karir (Tetap) | karir yang lengkap dan jelas yang dituangkan
dan implementasinya dalam PKB PT SHJ Periode 2016 — 2018 (Bab XI
Pasal 68 sampai pasal 71) selain itu PT SHJ II
memiliki beberapa SOP yang mengatur perihal
Jenjang Karir serta mekanisme lainnya terkait
jenjang karir dan telah diimplementasikan
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seluruhnya.

Hasil wawancara dengan Bagian HRD dan
karyawan PT SHJ II diperoleh informasi bahwa
PT SH] II telah mengimplementasikan seluruh
standar jenjang karir tersebut kepada seluruh
karyawannya.

4.5.4.

Adanya dokumen tunjangan
kesejahteraan karyawan dan
implementasinya.

BAIK
(Tetap) | kesejahteraan karyawan tertuang dalam Bab V

PT SHJ II memiliki dokumen terkait tunjangan

— Bab VI (Pasal 26 — 38) PKB PT SHJ Periode
2016 — 2018 dan telah diimplementasikan
seluruhnya.

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan hasil
wawancara dengan karyawan PT SH] II
diperoleh informasi bahwa seluruh tunjangan
kesejahteraan karyawan telah dipenuhi oleh
pihak Unit Manajemen PT SHJ II sesuai klausul-
klausul yang tercantum dalam PKB maupun
SPK, Gaji diatas UMK yang berlaku, dibidang
kesehatan PT SHJ II Distrik Sei Mao memiliki
Klinik Perusahaan yang dilengkapi dengan
Tenaga Medis (1 orang Dokter dan 1 orang
Paramedis), terdapat fasilitas olahraga, tempat
ibadah, Mes Karyawan dan Kantor vyang
Representatif.

PT SH] II memiliki dokumen tunjangan
kesejahteraan yang lengkap dan telah
diimplementasikan seluruhnya.

Kesimpulan Indikator 4.5.

24/24 = 100,00% (BAIK)

E. VLK HUTAN

PRINSIP 1 : Kepastian areal IUPHHK-HTI

Indikator 1.1.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan
yang dikelola IUPHHK

NOMOR DAN JUDUL
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
VERIFIER
l.11a. M | pada periode Penilkan ke-4 diketahui bahwa
Dokumen legal terkait perizinan usaha kelengkapan dan keabsahan dari dokumen SK.
(SKIUPHHK) IUPHHK-HTI atas nama PT Sumalindo Hutani Jaya

(Unit II) Nomor : HTI Nomor : SK. 675/Kpts-11/1997,
tanggal 10 Oktober 1997, serta lampiran Peta
IUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) Skala
1 : 50.000 telah dipenuhi seluruhnya dan tidak ada
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NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

perubahan selama 1 (satu) tahun terakhir, termasuk
dokumen legal perusahaan seperti Akte Perusahaan
(terakhir), SIUP, TDP, dan NPWP.

Terdapat Peta Penafsiran Citra Satelit IUPHHK-HTI PT
Sumalindo Hutani Jaya II terbaru (bulan Juni 2018)

Penggunaan kawasan yang sah di luar
kegiatan IUPHHK (jika ada)

Skala 1 50.000, yang menyampaikan kondisi
penutupan lahan sebagai berikut :
Penutupan HP (Ha) APL Total
Lahan (Ha) (Ha)
HutanTanaman 9.952 156 10.108
Hutan Tanaman 348 0 348
Muda
Belukar Tua 10.671 463 11.134
Belukar Muda 25.686 12.402 38.088
Pemukiman 155 605 760
Tn. Terbuka 6.734 2.830 9.854
Tertutup Awan 278 0 278
Total 53.824 16.476 70.300
1.1.1.b. M| pada penilikan ke-4 tersedia dokumen SPP TUPHHK-
Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin HTI No. 497/IV-PPHH/97 tanggal 17 Maret 1997 atas
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu nama PT. Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) senilai Rp.
(IIUPHHK). 98.930.000,-
Dan terdapat bukti setor IUPHH senilai Rp.
98.930.000,- kepada Bendaharawan Umum Negara
Bank Indonesia Pusat Sub Rekening IHPH dan IHH No.
508.000.014. tanggal 22 — 04 — 1997
1.1.1.c M

Pada penilikan ke-4 terdapat dokumen atau data
penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan
IUPHHK, yaitu SK. IPPKH untuk tambang batubara
yang berjumlah 9 (sembilan) IPPKH dengan luas
6,821,63 Ha dan sesuai dengan informasi terakhir dari
auditee bahwa perusahaan yang memiliki IPPKH
tersebut masih aktif operasional.

Halaman 47 dari 58




Vg

)
4

W

Trustindo Certification

PRINSIP 2 :
Indikator 2.1.1.

FPHPL-18 | Rev. L Tanggal 1 April 2017

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah
RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT)

disahkan oleh yang berwenang

NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

a)

b)

o)

2.1.1.a.

Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan
Kerja/RTT beserta lampirannya yang
telah disahkan oleh pejabat yang
berwenang, meliputi :

Dokumen RKUPHHK/RPKH &
lampirannya yang disusun
berdasarkan IHMB/risalah hutan
dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL
Timber Cruising dan/atau Canhut.
Dokumen RKT/RTT yang disusun
berdasarkan RKU/RPKH dan
disahkan oleh pejabat yang
berwenang atau yang disahkan
secara self approval.

Peta rencana penataan areal kerja
yang dibuat oleh Ganis PHPL
Canhut.

M

Pada periode penilikan ke-4 diketahui bahwa
kelengkapan dan keabsahan dokumen perencanaan
atas namaPT. Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) tersedia

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dokumen
perencanaan tersebut sebagai berikut :

Dokumen RKUPHHK-HTI, tersedia :

1. Buku Revisi RKUPHHK-HTI an. PT. Sumalindo

Hutani Jaya (Unit II) periode tahun 2008 - 2017
yang merupakan revisi terakhir (ke tiga) yang
disahkan sesuai SK. Menhut Nomor: SK.51/VI-
BUHT/2011 tanggal 12 April 2011 dan dilampirkan
Peta Revisi Revisi RKUPHHK-HTI Skala 1 : 50.000
yang ditanda tangani oleh Direktur Bina Usaha
Hutan Tanaman Ir. Herry Priyono, MM NIP.
19560425 198203 1 010;

2. Buku RKUPHHK-HTI an. PT. Sumalindo Hutani Jaya
(Unit II) periode tahun 2018 - 2027 yang
merupakan lanjutan RKUPHHK-HTI 2008-2017 dan
telah disahkan sesuai SK. MenLHK Nomor
111/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2018 tanggal 18
Januari 2018 oleh Dirjen PHPL (Ida Bagus Putera
Pathama/NIP.19590502 198603 1 001) dan te
rlampir Peta RKUPHHK-HTI 2018-2027 Skala 1 :
50.000 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama
PT. SHJ II sesuai isi dari Pakta Intergritas;

Dokumen RKTUPHHK-HTI, tersedia :

1. Terdapat RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 atas nama
PT. Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) yang disahkan
secara self approval oleh Direktur Utama PT SHJ II
Nomor :SK.004/RKT-SHJ] II/XII/2016 tanggal 15
Desember 2016 dengan 2 (dua) lampiran Peta
RKTUPHHK-HT Tahun 2017 Skala 1 : 50.000 yaitu
Peta Pemanenan dan Peta Penanaman;

2. Terdapat RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 atas nama
PT. Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) yang disahkan
secara self approval oleh Direktur Utama PT SHJ II
Nomor :SK.001/RKT-SH] II/I/2018 tanggal 19
Januari 2018 dengan 2 (dua) lampiran Peta
RKTUPHHK-HT Tahun 2018 Skala 1 : 50.000 yaitu
Peta Pemanenan dan Peta Penanaman;

Selain itu terdapat Tenaga Teknis Perencanaan Hutan

yang memiliki nomor register berjumlah 4 (empat)

orang dengan nama sebagai berikut :

1. Pujianto No.Reg.00379-11/CANHUT/XX/2011;
2. M.Igbal,A.Md No.Reg.00812-13/CANHUT/XX/2012;
3. Kuswanto No.Reg.00807-11/CANHUT/XX/2012;
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NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

4. Supian No.Reg.00689-11/CANHUT/XX/2012

2.1.1.b. M

Peta areal yang tidak boleh ditebang
pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti
implementasinya di lapangan

Pada periode Penilikan ke-4 diketahui bahwa areal tidak
boleh ditebang di blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 dan
Tahun 2018 atas nama PT. Sumalindo Hutani Jaya
(Unit IT)terdiri dari :

Lereng > 40 %
Sempadan Sungai
KPPN

KPSL/DPSL

Mata Air
Koservasi Tanah
Buffer Zone

NounhwNe=

Hasil observasi dilapangan dengan metoda PDF map
Peta RKTUPHHK-HT tahun 2018, maka diketahui bahwa
letak areal yang tidak boleh ditebang atau kawasan
lindung sesuai dengan Peta RKTUPHHK-HT Tahun 2017
dan Tahun 2018 dan di lokasi ditemukan tanda atau
plang bertuliskan Hutan Konservasi pada KPSL/DPSL
dan pal tanda sempadan sungai Mao, dengan koordinat
S.0002° 23,4% E. 117°10° 07,5

2.1.1.c M

Penandaan lokasi blok tebangan/blok
RKT/petak RTT yang jelas di peta dan
terbukti di lapangan

Pada penilikan ke-4 diketahui bahwa lokasi blok
pemanenan dan penanaman pada RKTUPHHK-HTI
Tahun 2017 dan 2018 di lapangan telah ditandai
dengan pal dari pralon dan plang Blok RKT.

Sesuai dengan hasil observasi di lapangan dengan
menggunakan PDF Maps maka diketahui bahwa posisi
blok pemanenan dan penanaman sesuai dengan Peta
RKTUPHHK-HT Tahun 2017 dan 2018.

1. Plan nama blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 pada
koordinat : S. 0°04” 16,8 “; E. 117009 24,1";

2. Plan nama blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2018pada
koordinat : S. 0°00" 28,6 *; E. 117° 11" 13,5";

Indikator 2.2.1. Pemegang

peraturan yang berlaku

izin mempunyai

rencana kerja yang sah sesuai dengan

NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

2.2.1.a. M

Dokumen Rencana Kerja Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
(RKUPHHK) (bisa dalam proses)
dengan lampiran-lampirannya

Pada penilikan ke-4 terdapat dokumen RKUPHHK-HT
lengkap dan memenuhi keabsahan atau ketentuan
yang berlaku, sebagai berikut :

1. Terdapat Buku Revisi RKUPHHK-HTI an. PT.
Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) periode tahun
2008 - 2017 yang merupakan revisi terakhir (ke
tiga) yang disahkan sesuai SK. Menhut Nomor:
SK.51/VI-BUHT/2011 tanggal 12 April 2011 dan
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dilampirkan Peta Revisi Revisi RKUPHHK-HTI Skala
1 : 50.000 yang ditanda tangani oleh Direktur Bina
Usaha Hutan Tanaman Ir. Herry Priyono, MM NIP.
19560425 198203 1 010;

2. Terdapat Buku RKUPHHK-HTI an. PT. Sumalindo
Hutani Jaya (Unit II) periode tahun 2018 — 2027
yang merupakan lanjutan RKUPHHK-HTI 2008-
2017 dan telah disahkan sesuai SK. MenLHK
Nomor : 111/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2018
tanggal 18 Januari 2018 oleh Dirjen PHPL (Ida
Bagus Putera Pathama/NIP.19590502 198603 1
001) dan terlampir Peta RKUPHHK-HTI 2018-2027
Skala 1 : 50.000 yang ditanda tangani oleh
Direktur Utama PT. Sumalindo Hutani Jaya (Unit
II) sesuai isi dari Pakta Intergritas;

2.2.1.b. N/A

Kesesuaian lokasi dan volume peman-
faatan kayu hutan alam pada areal
penyiapan lahan yang diizinkan untuk
pembangunan hutan tanaman industri.

Alasan tidak di verifikasi :

PT. Sumalindo Hutani Jaya (Unit II) tidak melakukan
kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan
tanaman industri pada RKTUPHHK-HTI 2017 dan
RKTUPHHK-HTI 2018 dari areal hutan alam

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu

bulat
Indikator 3.1.1. : Seluruh  kayu bulat yang ditebang/ dipanen atau yang
dipanen/dimanfaatkan telah di LHP-kan
NOMOR DAN JUDUL
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
VERIFIER
3.1.1. M Pada penilikan ke-4 terdapat dokumen LPKHP yang
Dokumen LHP yang telah disahkan diterbitkan atau dibuat oleh petugas pembuat LHP
oleh pejabat yang berwenang yang bernama Nanang Sasmita dengan

No.Register 00810-11/PKB-R/XX/2012, dan
selama 1 (satu) tahun terakhir terdapat 115 set LHP
yang diterbitkan melalui SIPUHH Online dari bulan
November 2017 s/d November 2018 dengan volume
kayu Eucaliptus sebesar 44.725,22 M3 yang terdiri
dari:

Blok RKT | LPKHP (set) | Volume (M3)

2017 14 2.710,92
2018 101 42.014,30
Total 115 44.725,22

Hasil observasi lapangan di TPn 84 dari Petak 36 A
ditemukan nomor tumpukan kayu Eucaliptus Pelita
yaitu 559 dengan ukuran tumpukan panjang 35,60
meter, tinggi 3,15 meter dan lebar /panjang kayu EP
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NOMOR DAN JUDUL
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
VERIFIER
rata-rata 2,60 meter atau 195,35 M3.
Indikator 3.1.2. : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat

keterangan sahnya hasil hutan

NOMOR DAN JUDUL

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
VERIFIER
3.1.2. M Pada penilikan ke-4 terdapat dokumen SKSHHK yang
Surat Keterangan sahnya hasil hutan mengangkut kayu HTI hasil pemanenan dari TPK Hutan
dan lampirannya dari : ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke Industri yang

dibuat oleh petugas penerbit SKSHHK yang sudah

a) TPK Hutan ke TPK Antara ditetapkan sesuai SK. Direktur Utama PT SHJ II

b) TPK Hutan Industri Primer dan/atau

aitu :
penampung kayu terdaftar y . .
C) TPK Antara ke |ndustry primer hasil 1. Sdr. Jumai Widodo NOReg 08198'13/PKB'
hutan dan/atau penampung kayu R/XX/2016 sebagai P2-SKSHHK di TPK Hutan;

2. Sdr. Ariandi Tahir No.Reg 02081-13/PKB-
R/XX/2016 sebagai P2-SKSHHK di TPK Hutan;

3. Sdr. Wahyu Kurniawan No.Reg 02228-11/PKB-
R/XX/2016 sebagai P2-SKSHHK di TPK Hutan;

4. Sdr. Budiansyah, A.Md sebagai P2-SKSHHK di TPK
Antara Tanjung Karas dan P3KB;

Selama 1 (satu) tahun terakhir (November 2017 s/d

Oktober 2018) telah diterbitkan dokumen SKSHHK

melalui SIPUHH Online sebanyak 3.609 set SKSHHK

terdiri dari :

1. Trayek TPK Hutan ke Industri PT. SBSA di Tanj.
Karas sebanyak 393 set SKSHHK dengan
volume 5.155,48 M3 (dari November 2017 s/d
Februari 2018);

2. TPK Hutan ke TPK Antara Tanj. Karas sebanyak
3.142 set SKSHHK dengan volume 36.893,93
M3 (dari Februari s/d Oktober 2018);

3. TPK Antara Tanj. Karas ke Industri PT. Indah Kiat
Pulp Paper sebnyak 74 set SKSHHK dengan
volume 33.658,42 M3.

Terdapat dokumen LMKB TPK Hutan Sei Mao dan TPK

Antara Tanjung Karas, dan stok kayu HTI per bulan

Oktober 2018 sebagai berikut :

1. TPK Hutan Sei Mao sebesar 438,17 M3;

2. TPK Antara Tanjung Karas sebesar 3.235,91 M3
Sesuai dengan hasil uji petik di TPK Hutan/TPn
Petak 36 A dan 36 D maka diketahui terdapat selisih
pengukuran dengan LPKHP sebesar 0,30 % (dibawah
toleransi 5 %).

terdaftar
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Indikator 3.1.3.
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Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HT.

NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

3.1.3.a.

Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu
bulat dari pemegang IUPHHK-HT bisa
dilacak balak

M

Pada penilikan ke-4 diketahui bahwa penandaan
legalitas kayu di TPK Hutanatau TPn sesuai dengan
dokumen LPKHP yang tercantum pada label ecolin
warna warna kuning yang mencantumkannomor
tumpukan, nomor petak tebangan, nomor zone, dan
ukuran tumpukan (P x L x T) dan identitaskayu Seluruh
kayu HTI hasil pemanenan siap diukur setelah
terkumpul di TPn dan dicatat di label ecolin dan
disalin di Buku Ukur untuk dibuat LPKHP melalui
SIPUHH Online.

3.1.3.b.

Identitas kayu diterapkan secara
konsisten oleh pemegang izin

Tanda tanda kayu HTI hasil pemanenan dapat
ditelusuri identitasnya sesuai dengan dokumen
SKSHHK yang mengangkut kayu HTI dari TPn/TPK
Hutan Sei Mao ke TPK Antara Tanjung Karas dan TPK
Antara Tanjung Karas ke Industri PT. SBSA dan atau
PT Indah Kiat Pulp & Paper.

Penelusuran asal usul kayu yang dipanen dari
dokumen angkutan SKSHHK dapat dilakukan
dengan bantuan arsip Surat Pengantar
Angkutan Kayu yang mencantumkam No. Tumpukan
No. Petak dan No. LHP yang diangkut dengan Truck
dari TPn ke TPK Antara Tanjung Karas.

Indikator 3.1.4. Pemegang izin

mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar

TPK
NOMOR DAN JUDUL
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
VERIFIER
3.1.4. M

Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil
Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan
arsip FAKB dan lampirannya untuk
hutan tanaman

Selama 1 (satu) tahun terakhir (November 2017 s/d
Oktober 2018) telah diterbitkan dokumen SKSHHK
melalui SIPUHH Online sebanyak 3.609 set
SKSHHK, dan berdasarkan trayek pengangkutan kayu
HTI terdiri dari :

1. Trayek TPK Hutan ke Industri PT. SBSA di Tanj.
Karas sebanyak 393 set SKSHHK dengan volume
5.155,48 M3 (dari November 2017 s/d Februari
2018);

2. Trayek TPK Hutan ke TPK Antara Tanj. Karas
sebanyak 3.142 set SKSHHK dengan volume
36.893,93 M3 (dari Februari s/d Oktober 2018);

3. Trayek TPK Antara Tanj. Karas ke Industri PT.
Indah Kiat Pulp Paper sebnyak 74 set SKSHHK
dengan volume 33.658,42 M3.

Terdapat petugas penerbit SKSHHK dan P3KB sebagai

berikut :

1. Sdr. Jumai Widodo No.Reg 08198-13/PKB-
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NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

R/XX/2016 sebagai P2-SKSHHK di TPK Hutan;

2. Sdr. Ariandi Tahir No.Reg 02081-13/PKB-
R/XX/2016 sebagai P2-SKSHHK di TPK Hutan;

3. Sdr. Wahyu Kurniawan No.Reg 02228-11/PKB-
R/XX/2016 sebagai P2-SKSHHK di TPK Hutan;

4. Sdr. Budiansyah, A.Md sebagai P2-SKSHHK di TPK
Antara Tanjung Karas dan P3KB;

Indikator 3.2.1. : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau
Povisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

3.2.1a. M Pada penilikan ke-4 terdapat SPP PSDH atau Rincian
Dokumen SPP (Surat Perintah Pembuatan Tagihan yang diterbitkan SIPNBP-
Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah SIMPONI untuk setiap LHP yang di buat oleh
diterbitkan Petugas Pembuat LHP yang sudah ditetapkan yaitu Sdr.
Nanang Sasmita No. Reg. 00810-13/PKB-R/XX/2012.

Selama periode penilikan (November 2017 s/d Oktober
2018) terdapat SPP PSDH vyang diterbitkan
SIPNBP-SIMPONI kepada PT Sumalindo Hutani
Jaya (Unit II) sebesar Rp.357.466.578,- yang
berasal dari :

Blok RKT | LHP (M3) | SPP PSDH (Rp)

2017 2.710,92 14.638.968

2018 42.014,30 342.827.610

Total 44.725,22 357.466.578

3.2.1.b. M Pada penilikan ke-4 terdapat dokumen Bukti
Bukti setor DR dan atau PSDH Pembayaran PSDH atauBukti Penerimaan
Negara PSDH berdasarkan SPP PSDH/Rincian
Pembuatan Tagihan PSDH berdasarkan LHP yang
dibuat dan dilaporkan melalui SIPUHH Online dari
bulan November 2017 s/d Oktober 2018.

Jumlah pembayaran PSDH yaitu Rp.357.466.578 dan
sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi
Pembayaran PSDH pada Triwulan IV Tahun 2017
dan Triwulan I/II/III Tahun 2018 yang dibuat
oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Timur, maka diketahui bahwa
pembayaran PSDH oleh PT. Sumalindo Hutani
Jaya tidak pernah ada tunggakan atau LUNAS.

3'2'1'C'_ ) M Berdasarkan verifikasi dokumen SPP PSDH dan Bukti
Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas Setor/Pembayaran PSDH atas LHP yang diterbitkan dari
hutan alam (termasuk hasil kegiatan bulan November 2017 s/d Oktober 2018 maka
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NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

penyiapan lahan untuk pembangunan
hutan tanaman) dan kesesuaian tarif
PSDH untuk kayu hutan tanaman.

diketahui bahwa tarif PSDH yang dikenakan atau
ditagihkan kepada PT Sumalindo Hutani Jaya
(Unit II) sudah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, yaitu Rp. 8.400 per M3

Indikator 3.3.1.

Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan

sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

3.3.1..
Dokumen PKAPT

M

Pada penilikan ke-4 terdapat dokumen Surat Pengakuan
dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam
Negeri Nomor : 18/SIPT/PKAPT/02/2018 tentang
PT Sumalindo Hutani Jaya sebagai Pedagang Kayu
Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) yang diterbitkan
tanggal 9 Februari 2018 dan berlaku sampai dengan
tanggal 9 Februari 2023.

Indikator 3.3.2.

Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang

berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

3.3.2.

Dokumen yang menunjukkan identitas
kapal

M

Pada penilikan ke-4 terdapat dokumen SKSHHK untuk
mengangkut kayu HTI dari TPK Antara Tanjung Karas
ke PT. Indah Kiat Pulp and Paper dengan alamat Jin.
Raya Minas-Perwang KM.26, Kec. Tualang Kabuapten
Siak 28772, Riau; dan lokasi bongkar di TPK Industri I
Pinangsebatang Desa Pinangsebatang, Tualang Siak-
Riau.

Jumlah dokumen SKSHHK yang digunakan untuk
mengangkut kayu HTI berasal dari TPK Antara , dusun
Tanjung Karas Desa Rantau Hempang, Kec. Muara
Kaman, Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan
keluar pulau yaitu 74 set SKSHHK dan setiap
dokumen SKSHHK mencantumkan alat angkut
jenis Tugboat atau Tongkang yang berbendera
Indonesia sesuai dengan dokumen Surat Persetujuan
Berlayar yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbadaran
dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda.

Rincian jenis atau nama kapal dari setiap dokumen
SKSHHK yang digunakan untuk mengangkut kayu HTI
keluar pulau (Riau) di laporan Buku I.
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Indikator 3.4.1. : Implementasi Tanda V-Legal.
NOMOR DAN JUDUL
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
VERIFIER
3.4.1. M Pada penilikan ke-4 terdapat tanda V-Legal yang
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dibubuhkan pada dokumen SKSHHK yang
ketentuan mengangkut kayu HTI hasil pemanenan dari TPn/TPK

Hutan ke TPK Antara Tanjung Karas dan SKSHHK
lanjutan dari TPK Antara Tanjung Karas ke TPK Industri
di Riau.

Tanda V-Legal mencantumkan Nomor Sertifikat
PHPL : 009.PHPL.019-IDN.12.14

PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan
penebangan

Indikator 4.1.1. : Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan
sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

4.1.1. M Pada penilikan ke-4 terdapatDokumen AMDAL
Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL- lengkap dengan lampirannya vyang telah
RPL disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut
No.249/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 4 Nopember
1996. Dokumen AMDAL disusun berdasarkan luasan
76.100 (Surat Menteri Kehutanan No.1279/MENHUT-
IV/1994 dan Surat Direktur Tataguna Hutan No.
263/VII/TGH-APH/95).

Indikator 4.1.2. : Pemegang izin telah memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang
menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan
menyediakan manfaat sosial.

NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

41.2.a. M Pada penilikan ke-4 terdapat dokumen Rencana
Dokumen RKL dan RPL Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana
Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disusun mengacu
kepada dokumen AMDAL vyang telah disahkan.
Dokumen lengkap dan terdapat stempel pengesahan
dari Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan
No.249/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 4 Nopember

1996
4.1.2.b. M Pada penilikan ke-4 terdapat Laporan RKL dan RPL
Bukti pelaksanaan pengelolaan dan Semester II Tahun 2017 dan Semester I Tahun
pemantauan dampak penting aspek 2018 atas nama PT Sumalindo Hutani Jaya II yang

disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup
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NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

fisik-kimia, biologi dan sosial

Provinsi Kalimantan Timur, sesuai tanda terima.

PRINSIP 5

Indikator 5.1.1.

: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Prosedur dan implementasi K3

NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

5.1.1.a.
Pedoman / prosedur K3

M

Tersedia SOP K3 PT Sumalindo Hutani Jaya II yang
menjadi pedoman Panitia Pengurus K3 (P2K3) yang
beratnggung jawab atas implementasi K3 di lapangan.

Terdapat Struktur Organisasi P2K3 sesuai dengan SK
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai
Kartanegara di Tenggarong Nomor
KEP.568/1537/1.6.2/12/2015 tanggal 07 Desember
2015.

Susunan P2K3 PT Sumalindo Hutani Jaya II sesuai SK.
Kadisnaker Kab. Kutai Kartanegara sebagai berikut :
Penasehat : Robert Siagian
Ketua : Dudu Hudaya
Wakil Ketua : Wiji Eko Darsana
Sekretaris : Firman Alamsyah Sagala

Anggota : 12 orang

5.1.1.b.
Ketersediaan Peralatan K3

Tersedia peralatan K3 beserta sarana penunjangnya
yaitu Kotak P3K, Klinik, perlengkapan APD, APAR, FDR
serta rambu lalu lintas. Keberadaan peralatan K3
tersebut dapat dilihat dan diverifikasi secara langsung

5.1.1.c
Catatan Kecelakaan Kerja

Pada penilikan ke-4 terdapat laporan kecelakaan kerja
triwulan IV Tahun 2018 dan Triwulan I, II dan III
Tahun 2018 vyang dibuat oleh Ketua P2K3 dan
disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dimana selama 1(satu) tahun terakhir atau dari bulan
Oktober 2017 s/d September 2018 terdapat 15 kejadian
kecelakaan kerja di lapangan, sesuai laporan triwulan.

Indikator 5.2.1.

Kebebasan berserikat bagi pekerja

NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

5.2.1.

Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan (auditee) yang

M

Pada penilikan ke-4 terdapat dokumen SK Nomor : KEP-
012/DPC FSPK/SK/X1/2017 tanggal 14 November 2017
tentang Pengesahan Pengurus Unit Kerja SP Kahutindo
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NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

membolehkan untuk membentuk atau
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

(PUK SP Kahutindo) PT Sumalindo Hutani Jaya Masa
Bhakti Tahun 2017-2019, dimana susunan pengurus SP
Kahutindo tersebut sebagai berikut :

Ketua Umum : Candra Pamadya
Wakil Ketua : Supardi Suparjan
Sekretaris I  : Jhon ES
Sekretaris II : Wahyu K
Bendahara : Randy Juniadrika

Indikator 5.2.2.

: Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

yang mengatur hak-hak pekerja

NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

5.2.2.
Ketersediaan dokumen KKB atau PP

M

Terdapat dokumen PKB PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit
II) yang masa berlakunya habis yaitu 2016-2018,
namun terdapat Surat Keputusan Bersama antara
perwakilan managemen (PT Sumalindo Hutani Jaya)
dengan perwakilan SP Kahutindo tanggal 13 Oktober
2018 yang telah : “Sepakat untuk memperpanjang
dokumen PKB Periode 2016-2018 selama 1 tahun
kedepan yaitu sampai tahun 2019 (periode 2018-2019)”

Indikator 5.2.3.

: Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

NOMOR DAN JUDUL
VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

5.2.3.
Pekerja yang masih di bawah umur

M

Terdapat data karyawan PT Sumalindo Hutani Jaya
(Unit II) yang berjumlah 117 orang dan dari hasil
verifikasi tidak didapatkan pekerja dibawah umur (<18
tahun) dan karyawan termuda adalah Riko
Septiawan yang lahir di Madiun tanggal 11 September
1999 dan masuk kerja tanggal 14 Mei 2018 yang saat
ini  menjabat sebagai Pengawas Plantation &
Production.
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F. NILAI AKHIR KINERJA PHPL PT SUMALINDO HUTANI JAYA UNIT Il

T . _‘ |  Niai Kinerja

1. | Indikator 1.1 6 % | SEDANG | 2'" - 3
2. | Indikator 1.2 8 % BAIK 3 3
3. | Indikator 1.3 100 % BAIK 3 3
4. | Indikator 1.4 100 % BAIK 3 3
5. | Indikator 1.5 B % BAIK 3 3
6. | Indikator 2.1 80 % SEDANG 2 B
7. | Indikator 2.2 2 % BAIK 3 3
8. | Indikator 2.3 8% % BAIK B 3
9. Indikator 2.4 100 % " BAIK 3 3
10. | Indikator 2.5 8l % BAIK 3 3
11. | Indikator 2.6 62 % SEDANG 5 3
12. | Indikator 3.1 8L % BAIK 3 3
13. | Indikator 3.2 I 83 % BAIK 3 3
14. | Indikator 3.3 72 % SEDANG 2 3
15. | Indikator 3.4 100 % BAIK 3 3
16. | Indikator 3.5 89 % BAIK 3 3
17. | Indikator 3.6 8 % BAIK 3 3
18. | Indikator 4.1 87 % BAIK 3 3
19. | Indikator 4.2 87 % BAIK 3 3
20. | Indikator 4.3 80 % SEDANG 2 3
21, | Indikator 4.4 6 % SEDANG 2 3
22. | Indikator 4.5 100 % BAIK 3 3

JUMLAH 60 66

90,90%
Nilai Kinerja PHPL

ir Kurnia
Direktur
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